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ABSTRAK
 

Kata KUBei: Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah, Manajemen. 

Penelitian ini merupakan telaah untuk menganalisis sejauh mana 
manajemen pengelolaan Pendapatall Asli Daerah Kola Baobau dan menganalisis 
faktor-faktor manajemen yang mempengaruhinya. Kemampuan suatu daerah 
dalam menjalankan tugas terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat 
mempengaruhi Penerimaan daerah, baik dari PAD dan DAU yang merupakan 
somber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Penganalisaan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode 
Deskriptif kualitatif untuk menjelaskan sesuatu yang dapat diukur secara tepat 
terhadap gejala-gejala dan fenomena sosial manajemen Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kola Baubau. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh 
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah, Barlan Perencanaan Pembangunan dan 
Penanaman Modal Daerah Kola Baubau yang terlibat dalam pengelolaan 
Keuangan Daerah. Sampel penelitian ini ditarik menggunakan cara Purposive 
Sampling, mengambil informasi dari subyek peneliti yang terlibat Jangsung 
terhadap proses kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah yaitu beberapa pejabat 
eksekutif. 

Hasil analisis menunjukkan manajemen Pengeloloaan Penerimaan 
Daerah Kota Baubau dikategorikan belom baik karena Pendapatan Asli Daerah 
hanya mampu memberikan kontribusi 5,82% terhadap total pembiayaan dan 
belanja daerah sebagai daerah otonom. Hal ini di karenakan realisasi penerimaan 
dari target yang telah ditetapkandan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam 
memanajemen pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh fuktor kualitas somber 
daya aparatur di bidang pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana. 
Pengawasan dan pengendalian berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban 
Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 
dengan mengikuti standar akutansi Pemerintah yang telah diterima secara umom 
serta pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

Kesimpulan penelitian ini bahwa manajemen pengelolaan keuangan 
daerah pada Kota Baubau selama priode pengamatan di kategorikan kurang baik. 
Untuk membangun kemandirian fiskal dalam rangka Otonomi Daerah, 
peningkatan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (pAD) dapat dilakukan melalui 
upaya optimalisasi dan perluasan Tax Base pajak I retribusi melalui pencarian dan 
penggalian somber-somber pendapatan barn dalam rangka efektifitas dan 
efisiensi yang diwadahi oleh suatu komitrnen yang solid baik dari Eksekutif 
maupun Legislatif; dilindungi oleh kekuatan hukum serta ditunjang oleh 
pengawasan dan pengendalian yang terpadu. 
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ABSTRACK 

This resean:h is particularly aiming for measuring the management of regional 
incoming revenue of Baubau region and analyzing factors that is accordingly 
influencing it Regional govermnent's capability in undertaking respo;lsibility on 
managing regional income influencingRegional incoming funds, not also PAD but also 
DAD that as fmance resources in the implementation ofthe decentralization. 

The anal}ZIXI issue in this resean:h using Descriptive qualitative approach 
were set up whilst analyzing the n:suJt of lhis research so it can show the outcomes 
that can be defmitely measured on the social indicators of the management of 
regional income within Baubau region. 

This research was specifically delivered to all related civil servants in 
conjunction with the Regional Finance and Asset Management, Regional Planning and 
investment of Baubau region; those involved within the regional finance 
management Sample on this research was undertaken and measured through 
Purposive Sampling which was obtaining and gathering all infonnation from 
subjected individuals who involved in the process ofRegional Finance management 
directly, they were some executive key persons. 

The result of analysis had already in place was indicating that the 
management of regional Incoming revenue within Baubau Government is 
cathegoryzed as not good because the regional incoming fimds just only giving 
contribution 5,82% from the sum of cost outcome as otonom region. This is caused 
realization from the purpose target that had already set up Regional government 
policy on pushing up the regional income to be on manage stage is much depending and 
influenced of the human resources and government apparatuswithin the related 
regional finance management, and all of the infrastrocture. Supervision and control of 
financial reporting accountability of government that meets the principles on time and 
prepared to follow the government accounting standard that have been accepted in 
general as well as providing maximum service to the society. 

The conclusion of this research that the manage rate of regional income 
within Baubau region have not to good. In tenns of developing finance self 
sufficiency in regional autonomy which is mostly emphasized on the acceptance of 
Regional Income could be implemented through tax base optimizing and expansion 
policy which is in sort of creating and exploring other new possible income 
resources for regional income add on in achieving the effectiveness and efficiency 
which is driven with a solid commitment both among Executive and Legislative, 
and so protected by law and legal power and also supported by integrated supervision 
and control. 
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BABll
 

KAJIAN TEORITIS
 

A. Konsep dan Teori 

1. Konsep Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan suatu 

pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah sebagai surnber 

keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam 

anggaran pembangunan. 

Pendapatan Asli Daerah (pAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu 

dan terus menerus di pacu pertumbuhannya di setiap daerah karena PAD 

merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di 

bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD temadap APBD maka semakin 

berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 6 menyebutkan 

bahwa surnber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, basil pengelolaan 

kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut penjelasan dari ke 4 

(empat) sumber PAD yaitu: 
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I) Pajak Daerab. 

Pajak Daerahadalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintab daerah dan pembangunan daerah 

(SuandY,2000: 140). 

Suandy (2000: 143) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem 

pemungutan pajak seperti berikut ini : 

J. Official Assesment System (sistem penetapan langsung) 

Wewenang Pemungutan Pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan 

besamya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan sural 

ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak 

pasifmenunggu ketetapan Fiskal mengenai utang pajaknya 

2. Sistem semi SelfAssesment System( sistem penetapan bersama) 

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besamya 

pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu waj ib 

pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu 

anggapan bahwa wajib pajak pada awal tabun menaksir sendiri besamya pajak 

terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal. 

3. Sistem Withholding (Tidak terkait) 

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besamya 

pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh 

fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. 

4. Sistem Full SelfAssesment System (Sistem otoritas pribadi penuh) 

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan 

melaporkan sendiri besamya pajak yang hams disetorkan. Wajib pajak hams aktif 

menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan 

fiskus. 
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Sistem inilah yang dipergunakan oleh undang-undang Perpajakan yang 

sekarang berlaku di Indonesia. 

Pajak merupakan surnber keuangan pokok bagi daerah selain restribusi 

daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian alau defenisi berbeda-beda 

mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sarna. Sesuai 

dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alas UU Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari : 

I). Pajak Hotel adalah pajak alas pelayanan hotel. 

2). Pajak Restoran adalah pajak alas pelayanan restoran. 

3). Pajak Hiburan adalah pajak alas penyelenggaraan hiburan 

4). Pajak Reklame adalah pajak alas peyelenggaraan reklame 

5). Pajak Penerangan Jalan adalah pajak alas penggunaan tenaga Iistrik, dengan 

ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

6). Pajak Pengambilan Bahan GaHan Golongan C adalah pajak alas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlalcu. 

7). Pajak PerparIdran adalah pajak yang di kenakan alas penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi alau badan, baik yang di sediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Relatifnya rendahnya 

kemampuan daerah dalam menggali kapasilas pajak daerah di sebabkan 

karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, 

tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan 

daerah. 

2) Retribusi Daerah. 

Sumber pendapalan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. 

Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian alau 
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karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan 

umum, karena jasa yang di berilam oleh daerah baik langsung maupun tidak 

langsung (Kian Wie, 1981). Sementara ito menurnt Supatmoko (2002) retribusi 

daerah adalab pungutan daerah sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau barlan. 

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU Nomor 18 Tabun 1997 tentang 

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telab diubah terakhir dengan UU 

No. 34 Tabun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nemor 66 tahun 200 I tentang 

Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRJ Nomor 110 tahun 

1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat di 

kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis retrlbusi daerah sebagai berikut : 

I.	 Retribusi Jasa Umum adalab retribusi atas jasa yang di sediakan atau di 

berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umurn serta dapal dinikmali oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis 

retribusi jasa umurn terdiri dari: (UU Nomor 18 Tabun 1997) 

1.1	 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

1.2	 Retribusi Pelayanan PersampahanJKebersihan. 

1.3	 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catalan Sipi\. 

1.4	 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayal. 

1.5	 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umurn. 

1.6	 Retribusi Pelayanan Pasar. 

1.7	 Retribusi Penguj ian Kendaraan Bermotor. 

1.8	 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

1.9	 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

1.10 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 
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2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya 

dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha 

adalah sebagai berikut : 

l.l Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

1.2 Retribusi Pasar Grosir danlatau Pertokoan. 

1.3 Retribusi Tempat Pelanggan. 

1.4 Retribusi Terminal. 

1.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

1.6 Retribusi Tempat PenginapanlPesanggrahanNiIIa. 

1.7 Retribusi Penyedotan Kakus. 

1.8 Retribusi Rumah Polong Hewan. 

1.9 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. 

1.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

I. I I Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

1.12 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di 

maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu 

terdiri dari : 

3.1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

3.2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

3.3. Retribusi Izin Gangguan. 

3.4. Retribusi Izin Trayek. 
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3) Hull Pengelolaan kekayun Daerah Yang di Pisahkan. 

Bagian Laba Badan Usaha MHik Daerah, yaitu bagian keuntungan atau laba 

bersih dari perusahaan daerah atau ballan lain yang merupakan Balian Usaha 

Milik Daerah (BUMO), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang 

moda1nya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di 

pisahkan. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup 

penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa 

giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain 

yang sah menurut Undang-undang. Secara umum, upaya yang perlu dHakukan 

oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui 

optimalisasi intensifIkasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara 

lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Sedarmayanti, 2002) : 

I). Memperluas basis penerimaan 

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 

dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, 

antara lain yaitu mengidentifIkasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah 

pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penHaian, 

menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 

2). Memperkuat proses pemungutan 

Upaya yang dHakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara 

lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif; khususnya tarif 

retribusi dan peningkatan SDM. 
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3). Meningkatkan pengawasan 

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan 

secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan 

sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta 

meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 

4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur 

administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan 

efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 

5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik 

Hal ini dapat dilalrukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah. 

Selanjutnya Sedarmayanti ( 2002:76 ) juga dapat dilakukan ekstensifikasi 

perpajakan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan 

kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. 

Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri 

melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat 

yang lebih tepat dipungut oleh daerah. 

b. DaM Perimbangan 

Menurut Musgrave dan Musgrave dalam (Halim, 2004) ada tiga fungsi 

utama pemerintah dalam pembangunan yaitu fungsi alokasi, distribusi dan 

stabilisasi. Dengan lahimya UU otonomi daerah merupakan perwujudan dari 

peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk 

dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk 
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memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23, Dana 

perimbangan adalah dana yang bersumber dl!.ri pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

a) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil 

terdiri dari : Bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wl\iib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal21. 

b)	 Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan 

umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. 

c)	 Dana A10kasi Dmum, selanjutnya disebut DAD adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. DAD suatu daerah di alokasikan atas dasar 

celah fiskal dan alokasi dasar. 

d)	 Dana Alokasi Khusus (OAK), selanjutnya disebut DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima DAK 
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wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 % dari alokasi 

DAK. (UU Otonomi Daerah 2004». 

Co Lain-Lain Pendopatan yang Sah 

Dalam UU No. 33 Tahoo 2004 Pasal 164 ayat 1, lain - lain pendapatan 

daerah yang sah mel1lpakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana 

perimbangan, yang meliputi hibah, dana dal1lrat, dan lain - lain pendapatan yang 

ditetapkan Pemerintab. 

I) Penerimaan Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) menurut PSAP (Pemyataan Standar Akuntansi 

Pemerintab) Nomor 2, adalah "seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupoo pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembal~ 

yang dalam penganggaran pemerintab tel1ltama dimaksudkan untuk menutup 

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran." 

Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan hasil 

divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan ootuk 

pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, 

serta penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan menurut 

ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2005, terdiri atas: 

a) Sisa lebih perhitungan anggaran taboo anggaran sebelumnya 

SlLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan 

dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban 

pihak ill yang sampai dengan akhir taboo belum terselesaikan, dan sisa dana 

kegiatan lanjutan. 
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b)	 Pencairan dana cadangan 

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana 

cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam 

tahun anggaran berkenaan. 

c)	 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan antara lain 

untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerahlBUMD dan 

penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak m, 

atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. 

d)	 Penerimaan pinjaman daerah 

Pinjaman dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pinjaman da\am 

negeri dapat diperoleh dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, 

lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan 

pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman 

multilateral. 

e)	 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan uotuk menganggarkan 

posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat 

danlatau pemerintah daerah lainnya. 

f)	 Penerimaan piutang daerah. 

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang 

bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang 

daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga 
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keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang 

lainnya. 

1. KeUilngan Daerah 

Keuangan daerah meropakan komponen paling penting dalam 

perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi 

keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai 

kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk 

secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis 

secara tepa!. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan 

melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting 

dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu 

keuangan daerah diupayakan dapat beJjalan berdaya guna dan berhasil guna. 

Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber 

keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, 

terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang 

bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah 

(Devas, 1995). 
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Parameter keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleb besar 

kecilnya Pendapatan Asli Daerah (pAD) dalam membiayai pembangunan daerah. 

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adaIab bersumber dari 

masyarakat sendiri yang dibimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003). 

Untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 

sebagai dasar aturannya adalab Undang-undang Nomor 33 Tabun 2004, yang 

dalam uraian sumber-sumber keuangan daerah berbeda dengan pengaturan dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tabun 1999 yang sebelumnya digunakan. 

Menurut pratomo, H. (2007: 114) keuangan daerah adalab seluruh 

tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi 

pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesah ( 1995 ) keuangan daerah 

adalab semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula 

segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 

daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih 

tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

41429.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



19 

Tebe12.1
 
Perbandingan UU No.33 Taboo 2004 dan UU No.25 Tabun 1999
 

Mengenai Sumber-Surnber Keuangan Daerah
 

UU No. 33 Tuuu 2004 UU No. 25 Tu. 1999 

A. Peudapalau Durab : 
1. P.....palaD Aali daerab : 

a) Pajok daerah 
b) Retnbusi daerah 
c) Hasil pengelolaan kekayaau daerah yang dipisahlcau, dan 
d) Lain-laiu PAD youg sab : 

- Basil penjualau kekayaau daerah youg tidllk 
dipisahkau. 

- Jasagiro. 
- Peudapatan blDlga. 
• Ke1Dlllmgan seHsib nilai tukar rupiah Il:rbadap mala 

Dang asing, dan 
- Komisi, potongan. 1llaUp1Dl bentuk lain sebagai aIobat 

dati penjualau daulatau pengadaan barang daulatau 
jasa oleb daerab. 

2. Daua Perlmbaogau : 
.) Dan. hagi basil : 

• Dana hagi basil bersumber dati Jllliak. 
- Dana hagi basil bersumber dati sumber daya alamo 

b) Dana alokasi umum 
c) Dana alokasi kbusus. 

3. Lain-laiD peud.palau : 
8) Pcndapatan hibab. 
b) Peudapatau daua darura1. 

B. Pembbyaan : 
I. Sisa lebih perbinmgan anggaran daerah. 
2. Penerimaan pinjaman daerah 
3. Dana cadangan daerah 
4. basil penjualau kekayaan daerah yang dipisahkan. 

1. Peudapalau A.1i D.erob : 
a) Hasil pajak daerah 
b) HasH retnbusi daerah 
c) HasH perusahaan miIik daerah, 

basil pengelolaan kekayaau 
daerah, dan 

d) Lain-laiu pendapatan asli daerah 
yangsab. 

2. nl.1 PerimbangBD 
a) Bagian daerah dati penerimaan 

Pajak Bami dan Banguuan, Bea 
Perolehan bak .... tauab dan 
banguuan, dan penerimaan dati 
sumber daya alam 

b) Dana AJokasi Umum 
c) Dana AJokasi Khusus 

3. Pluj.m.u D.erab 
4. Ilin-Lain PendapalaD Daerah 

y.ul S.b. 

S"mber: UU No. 33 Tahoo 2004 dan UU No. 25 Tahoo 1999 

Dari sekian surnber keuangan daerah yang ada, PAD merupakan faklor 

yang sangat mempengaruhi terulama hasil pajak daerab dan retribusi daerah 

karena sumber pendapatan ini benar-benar dihasilkan oleh daerah berdasarkan 

potensi yang ada, dan dapat dengan leluasa dimanfaatkan oleh daerah yang secara 

langsoog diatur dalam Undang-oodang Nomor 28 Tabun 2009 Tentang Pajak 

Daerab dan Retribusi Daerah yang merupakan perubaban dan perbaikan alas 

Undang-oodang Nomor 34 Taboo 2000. 

Sebelurn berlakunya Undang-oodang Nomor 28 Tabun 2009, pajak 

daerah kabupaten/kota mencapai 12 jenis, walaupoo yang dapat direalisasikan 
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penerimaannya hanya 7 sampai 10 jenis pajak, artinya terdapat berbagai jenis 

pajak daerah yang secara ekonomis kurang memenuhi syarat benefit principle. 

Dan setelah berlakunya Undang-oodang Nomor 28 Tahoo 2009 pajak dibagi 

tinggal II jenis Pajak. 

Sehuboogan dengan hal tersebut maka usaha untuk meningkatkan 

penerimaan antara lain dapat ditempuh melalui : 

1) Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan 

ekstensifJkasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi 

kemudahan lapangan usaha barn. 

2) Peranan appraisal/valuation terhadap aset-aset daerah. 

3) Foogsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efJsiensi 

dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan 

yang produktif. 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan secara Harfiah berasal dari kala "ladola atau olah" yang 

berarti mengatur sampai, yaitu sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya 

pengelolaan adalah pengukuran dalam arti sejauh mana tindakan yang sudah 

dilakukan hingga tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. 

Pengelolaan juga berkaitan erat bukan hanya dengan penggunaan sumber daya, 

dana dan prasarana keJja akan tetapi juga dengan tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan untuk 

pencapaiannya. 

Menurut Surya Dharma (2004) pengertian pengelolaan erat kaitanya 

dengan manajemen karena berkaitan dengan suatu sistemik dari atasan sampai 

bawahan atau dari awal hingga akhir. jadi pengelolaan sebenamya adalah 

rangkaian yang harns di lakukan sehuboogan dengan tugas individu, kelompok, 

41429.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



21 

dan organisasi. Makin dekat sesuatu yang telah di laksanakan terhadap aturan 

yang diharapkan (standar operasional), maka makin lebih mudah untuk 

melakukan pengelolaan dalam mencapai target yang ingin dicapai. 

. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku 

keorg8JIisasian maka dapat diidentifikasikan tiga tingkatan analisis pengelolaan 

yaitu: (I) individu, (2) kelompok, (3) organisasi. Ketiga tingkatan 8JIalisis tersebut 

sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab pengelolaan m8JIajerial yaitu 

bahwa para m8JIajer bertanggung jawab atas pengelolaan secara individu, 

kelompok dan organisasi. Dalarn pengenian teoritis atau praktis, tidak ada 

persetujuan yang universal mengenai apa y8JIg dimaksud dengan "Olah ". 

Bagairnanapun defmisi pengelolaan/olahlkelola berkaitan dengan pendekatan 

umum yang apabila ditelusuri,Surya D. (2004) mengkaji bahwa dalam hal 

pengelolaan kata dasar olah yang artinya: 

(1) Ada suatu hal yang menjadi bahan olahan atau yang diolah ( teratur dari awal 

hingga akhir) ; 

(2) Dalam pengolahan	 tidak terlepas dari Penggunaan metodelcara, saranalalat 

dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan sehingga berhasil dalam mencapai 

hasil yang diinginkan. 

Dalam pengelolaan tidak terlepas dari manajemen dan kegiatan organisasi, 

Sharma (1992:314) memberikan kriteria atau ukuran manajemen dalam organisasi 

yaitu yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor Iingkungan organisasi 

itu berada (ekstemal) yaitu : 

2.	 Produktivitas organisasi/out put 

3.	 Fleksibilitas organisasi dan bentuk keberhasilannya menyusuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi 
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4. Tidak adanya ketegangan didalwn organisasi/hwnbatan-hambatan konflik 

diantara bagian-bagian organisasi. 

Dalwn menilai tingkat pengelolaan dalwn organisasi analisa akan tertuju 

pada tujuan akhir yang dicapai organisasi. Masih menurul Gibson, beberapa 

pendekatan dalwn mengevaluasi pengelolaan organisasi yaitu: 

a.	 Pendekatan tnjuan. 

Pendekatan menurut tujuan merupakan pendekatan yang menekankan pada 

pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria penilaian efektivitas. Menurnt 

sejarahnya pendekatan ini adalah merupakan pendekatan tertua dan digunakan 

secara luas dalwn usaha mengevaluasi dan mengukur tingkal efektivitas. 

Dalwn praktek pendekatan menurut tujuan yang banyak digunakan ialah 

manajemen berdasarkan sasaran management by objective (MBO), dalwn hal 

ini para manajer terlebih dahulu harns membuat spesiflkasi tujuan yang 

diharakan akan dicapai oleh para bawahannya dan selanjutnya secara berkala 

mengevaluasi lingkat pencapaian tujuan tersebut. 

b.	 Pendekatan Teori Sistem. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi tuntutan ekstem sebagai 

kriteria penilaian efektivitas. Dalam pendekatan teori system memungkinkan 

pembahasan prilaku keorganisasian secara intern, dalam arti dapat melihat 

bagaimana dan mengapa oranglanggota organisasi didalwn organisasi mau 

dan mampu melaksanakan tugas secara individu maupun kelompok. Dilain 

pihak pembahasan secara ekstem, berarti dapal menghubungkan transaksi 

organisasi dengan organisasi/lembaga lain, sebab organisasi pada dasamya 
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membutuhkan sumber daya dari luar yang merupakan bagian dari organisasi 

tersebut. 

c.	 PeDdekataD Teori MDltiple KODstitDeDsi. 

Pendekatan teori ini mengemukakan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif 

apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang tcrdapat didalam 

lingkungan organisasi, yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan 

eksistensi organisasi tersebut. 

Pendekatan konstituensi memandang organisasi secara berbeda, yaitu 

organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok 

yang berkepentingan (vested interest) yang bersaing untuk mengendalikan 

sumber daya. Dalam konteks ini, efektivitas organisasi menjadi sebuah 

penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam 

memenuhi tuntutan-tuntutan konstitusi kritis yaitu pihak-pihak yang menjadi 

tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya dimasa 

depan. 

Memperhatikan pendapat ahli diatas, dapat dipahami bahwa konsep efektivitas 

organisasi merupakan suatu konsep yang multidimensi artinya kajian 

efektivitas organisasi tidak hanya berhenti pada seberapa jauh organisasi 

mencapi tujuannya akan tetapi bagaimana organisasi beradaptasi dengan 

lingkungannya, bagaimana perilaku organisasi terhadap anggotanya dan 

bagaimana organisasi tersebut memanfaatkan sumberdaya yang ada UDtuk 

mengoptimalkan hasil demi menjamin kelangsungan hidup organisasinya. 

Dalam penelitian ini, perspektif pengelolaan organisasi yang digunakan 

penulis adalah perpektif tujuan, dimana tolak ukur yang digunakan adaIah 
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bagaimana organisasi mencapai tujuan, tennasuk merealisir visi dan misi 

organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. Jadi tolak ukur pengelolaan 

organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau meliputi tingkat produktivitas 

dalam melakukan pemungutan pajak dan restribusi daerah secara optimal dimana 

menjadi ukuran atau kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut 

faktor internal organisasi dan faktor ekternal organisasi yang meliputi antara lain : 

1) Produktivitas organisasi atau ouJpul 

2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dari 

perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi 

3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan 

konflik diantara bagian-bagian organisasi. 

Hal tersebut diatas jelas meyangkut tiga elemen yang berbicara mengenai 

produktivitas organisasi sebagai output, kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan din dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana organisasi 

mengelola dan mengatasi konflik internal yang terjadi. 

Rancangan terhadap studi tentang efektivitas organisasi meliputi ketiga 

konsep yang diajukan oleh Steers diatas dimana ketiganya saling berhubungan. 

Sifat hubungan dilihat antara elemen-elemen tersebut mempengaruhi untuk 

mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan organisasi yang mungkin atau 

layak dicapai. Menurut Gibson el AI, Siagian (2007: 33) mengatakan pula bahwa 

pengelolaan menuju keefektivitasan suatu organisasi yang diukur sebagai benkut: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 

d. Perencanaan yang matang 

e. Penyusunan program yang tepat 

f. Tersedianya sarana dan prasarana 
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g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

Gibson et. AI, Siagian (2007: 39) menjelasakan lebih Ianjut bahwa 

Defmisi-defmisi tersebut melihat manajemen pengelolaan suatu organisasi dengan 

menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun organisasi dari 

sudut pencapaian tujuan dalam pengertian sebagai misi akhir adalah pekerjaan 

yang sulit, kBrena sering tujuan yang dikejar oleh suatu organisasi tidak dapat 

ditentukan secara pasti. Dari sudut ini maka organisasi tidak pemah mencapai 

tujuannya dalam pengertian yang akhir atau selalu ditandai dengan tingkat 

keberhasilan yang rendah. Karenanya kemudian berkembang dari pemikiran lain 

mengenai penilaian kebutuhan organisasi dengan perspektif dari berbagai multi 

disiplin pengetahuan. 

Dalam pengelolaan Organisasi harus mengenali kondisi yang dapat 

menghalangi tercapainya tujuan akhir, Steers menjelaskan bahwa efektivitas 

organisasi sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai 

tujuan yang layak dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas, Dalam rangka 

pengelolaan organisasi dinas pendapatan kota Baubau diperlukan perubahan 

birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dinas pendapatan Baubau harus 

terus menerus memperbaiki struktur agar tercipta birokrasi yang produktif, 

kompetitif, reprensive, Oleh kBrena itu, dinas pendapatan kota Baubau harus 

meninjau kembali dan mereduksi bidang atau bagian tertentu yang di anggap 

belum di perlukan untuk mencapai manajemen organisasi yang terbaik sehingga 

menjadikan fleksibilitas maksirnal dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan berdasarkan visi, misi serta rencana strategik organisasi dinas 

pendapatan kota Baubau. 
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5.	 Pengelolaan Keuangan Daerab 

Pemerintahan di daerab dapat terselenggara karena adanya dukungan 

berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jaJannya roda organisasi 

pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan ml:l1lpakan 

faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan 

penyelenggaraan roda pemerintahan daerab. 

Kebijakan keuangan daerab senantiasa diarabkan pada tercapainya sasaran 

pembangunan, terciptanya perekonomian daerab yang mandiri sebagai usaha 

bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan 

kemakmuran rakyat yang merata. 

Ciri utama yang menunjukkan daerab otonom mampu berotonomi terletak 

pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harns memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (Koswara, 2000). 

Terhadap hal in~ Radianto (1997) mengajukan lima (5) hal pokok 

kebijaksanaan di bidang keuangan daerab, yaitu : 

a.	 Kebijaksanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerab (pAD), 

khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerab, sehingga 

pemerintah daerah makin mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah. 

Meningkatkan pendapatan asli daerab (pajak dan retribusi) merupakan usaha 

penggalian sumber-sumber pendapatan yang mampu memberikan pemasukan 

bagi pemerintah dengan earn perluasan tax-base pajak/retribusi melalui 

intensifIkasi (pencapai pemenuhan keseluruhan target obyek dan subyek 
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pajaklretribusi) dan ekstensifikasi (usaha membuka peluang tercipatanya 

objek pajaklretribusi bam namun mengacu pada ketentuan pemndangan yang 

berlaku). 

b.	 Kebijaksanaan di bidang pengeluaran pemerintah daerah yang pada dasamya 

diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat 

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini merupakan pengeluaran untuk 

membiayai segala penyelenggaraan kegiatan daerah baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan. 

c.	 Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk peningkatan 

kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi. 

Kemampuan organisasi pemerintah daerah diartikan sebagai kemampuan 

organisasi temtama organisasi yang berhubungan langsung dengan masalah 

keuangan daerah baik organisasi teknis (DISPENDA) maupun organisasi 

administrasi (Biro Keuangan) dalam hal pengelolaan keuangan yang 

didukung oleh struktur organisasi (mengenai pembagian tugas pokok dan 

fungsi) yang baik serra sistim dan prosedur yangjelas. 

d.	 Peningkatan sistirn informasi keuangan daerah dan pengendalian 

pembangunan daerah. Sistim informasi keuangan daerah mempakan suatu 

sistim informasi keuangan yang terbuka temtama bagi masyarakat dalam 

menilai kineIja pengelolaan keuangan pemerintah yang dituangkan dalam 

bentuk bempa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang 

dituangkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), Nota perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca 

Daerah, serta Laporan Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah Daerah 

(LAKlP). 

e.	 Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanaan 

masyarakat didaerah (kemitraan), baik sebagai penanarn modal maupun 

sebagai pengelolajasa pelayanan masyarakat. 

Kemitraan atau keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat 

didaerah mempakan suatu usaha keIja sarna antara pemerintah dan swasta yang 

didalarnnya terdapat pembagian peranan. 
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Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka salah satu Unsur yang 

paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 

adaIab bagaimana cara pengelolaan keuangan daerab secaca berdayaguna dan 

berhasilguna. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Taboo 2005, tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerab, dalam ketentuan umumnya menyebutkan babwa 

yang dimaksud dengan keuangan daerab adalab semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintab daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerab tersebut, dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 

dikatakan pula babwa, pengelolaan keuangan daerab dilakukan secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerab dalam tabun anggaran tertentu. 

Pengelolaan keuangan daerab berarti mengurus dan mengatur keuangan 

daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerab menurut 

(Devas, dkk., 1995) adalab sebagai berikut : 

a.	 Tanggung jawab (accountability) 

Pemerintah daerab hams mempertanggungjawabkan keuangannya kepada 

lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu 

termasuk pemerintab pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. 

Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adaJab mencakup 

keabsaban yaitu setiap transaksi keuangan hams berpangkal pada wewenang 

hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif ootuk menjaga 

kekayaan uang dan barang serta mencegah teljadinya penghamburan dan 

41429.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



29 

penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar 

terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya. 

b.	 Mampu memenuhi kewl\iiban keuangan 

Keuangan daerah hanJs ditata dan dikelola sedemikian ropa sehingga marnpu 

melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka 

panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan. 

c.	 Kejujuran 

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya hanJs 

diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya. 

d.	 Hasil guna (ejectiveness) dan daya guna (efficiency) 

Merupakan tata earn menguros keuangan daerah hams sedemikian ropa 

sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya 

dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

e.	 Pengendalian 

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus 

melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. 

Mardiasmo dan Kirana ( 1999:79 ) mengatakan bahwa dalam 

pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perobahan yang diinginkan 

dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah : 

I.	 Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan _actor 

(public oriented); 

2.	 Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daemh pada umumya dan 

anggaran daerah pada khususnya; 

3.	 Desentmlisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang 

terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan 

perangkat daemh Iainnya; 

4.	 Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan 

keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, 

transparansi dan akuntabilitas; 
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5.	 Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik 

ratio maupun dasar pertimbangannya; 

6.	 Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan 

anggaran multi-tahunan; 

-7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional; 

8.	 Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran 

akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja 

anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik; 

9.	 Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran 

asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme 

aparat pemerintah daerah; 

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 

informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah 

daerah terhadap penyebarluasan informasi. 

Lebih lanjut Mardiasmo dan Kirana ( 1999:82 ) menjelaskan bahwa pada 

dasamya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang 

saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi : 

I.	 Analisis penerimaan.yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah dalam 

menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebul. 

2.	 Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari 

suatu pelayanan dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut 

meningkat. 

3.	 Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan 

pengeluaran serta kecendrungan yang diproyeksikan untuk masa depan. 

Dari pemaparan di alas, menurut penulis yang terjadi di kota Baubau di 

seringnya tejadi keadaan kekosongan kas yang di akibatkan belanja daerah tidak 

sesuai dengan perencanaan yang ada, namun kegiatan tersebut hams di laksanakan 

karena alasan tertentu, akibatnya selalu menuntut penyesuaian pada perubahan 
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anggaran yang mencenninkan sistem pengelolaan PAD di kota Baubau yang 

kurang optimal. 

S. Faktor-faktor yang Mempengarubi Pengelolaan PAD 

Pemahaman terhadap suatu penelitian harns didasarkan atas suatu 

kerangka kerja analisa yang dipakai sebagai pedoman. Kerangka kerja ini 

mempakan variabel yang memainkan peranan penting dalam memperlancar 

terwujudnya keberhasilan organisasi. Menurot T. Hani Handoko, (2001 :46), 

kerangka kerja yang dipakai dapat mengidentifikasi rangkaian variabel yang 

berhubungan dengan penyumbang proses pengelolaan, yakni Planning, 

Organizing, Actuaring. Kontroling. 

a. Planning 

Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan 

tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan 

mengembangkann rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang 

dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa 

(what), siapa (who), kapan (when), dimana (where), mengapa (why), dan 

bagaimana (how). Jadi perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang 

berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan 

pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program -program 

yang dilakukan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi 

manajemen karena tanpa perencanaan berjalan. Rencana dapat bempa rencana 

infonnal atau secara fonnal. Rencana infonnal adalah rencana yang tidak tertulis 

dan bukan meropakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan 

rencana formal adalah rencana tertulis yang harns dilaksanakan suatu organisasi 
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dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal adalah merupakan bersama anggota 

korporasi, artinya setiap anggota hams mengetahui dan menjalankan rencana itu. 

Rencana formal dibuat untuk mengurangi ami guitar dan menciptakan 

kesepahaman tentang apa yang hams dilakukan. 

Dalam sebuah perencanaan terdapat unsur-unsur perencanaan. 

Perencanaan yang baik hams dapat menjawab 6 (enam) pertanyaan yang disebut 

sebagai unsur-unsur perencanaan. Unsur pertama, adalah tindakan apa yang hams 

dikerjakan, kedua ada sebabnya tindakan tersebut hams dilakukan, ketiga dimana 

tindakan tersebut dilakukan, keempat kapan tindakan tersebut dilakukan, kelima 

siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, dan yang terakhir bagaimana cara 

melaksanakan tindakan tersebut. 

Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program 

yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapain tujuan-tujuan di 

waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi hams akti!; dinamis, 

berkesinambungan dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi 

terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. 

Menurut T. Hani Handoko, (2001:67), Ada 2 (dua) alasan dasar perlunya 

perencanaan : 

I.	 Untuk mencapai "prorective benefits" yang dihasilkan dari pengurangan 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. 

2.	 Untuk mencapai ''positive benefits" dalam bentuk meningkatnya sukses 

pencapaian tujuan organisasi. 

Beberapa manfaat perencanaan menurut T. Hani Handoko, (2001:69), 

adalah sebagai berikut: 
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I.	 Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan­

perubahan lingkungan 

2.	 Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebihjelas 

3.	 Membantu penempatan tanggungjawab Jebih tepat 

4.	 Memberikan cam pemberian perintah untuk beroperasi 

5.	 Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antam berbagai bagian 

organisasi 

6.	 Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mUdah dipahami 

7.	 Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti 

8.	 Menghemat waktu, usaha, dan dana 

1) HDbungan PerencanaaD dengan FDDgsi LaiD 

Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen 

lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya 

adalah saling berhubungan saling tergantung dan berinteraksi. Pengoranisasian 

(organizing) adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan 

bagaimana mengoranisasikan sumber daya-sumber daya orgnisasi untuk mencapai 

efektivitas paling tinggi. Pengarahan (directing) adalah perencanaan untuk 

menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya-sumber daya yang 

diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan. 

Pengawasan (controlling) adalah perencanaan dan pengawasan yang saling 

berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan 

kerja terhadap rencana. 

2) Macam-Maeam Perencanaan 

Menurut T. Hani Handoko, (2001:69) Macam-macam perencanaan dalam 

pengantar manajemen dibagi merUadi 2 yaitu : 
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a)	 PerenC8naan organisasi 

Perencanaan ini terdiri dari: 

I. Perencanaan strategis 

Reneana strategis yaitu reneana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan 

strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah reneana umum yang mendasari 

keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-Iangkah tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. 

2. Perencanaan taktis 

Adalah rencana ditujukan untuk meneapai tujuan taktis, dikembangkan untuk 

mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Reneana strategis 

pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menegah dan jika 

dibandingkan dengan reneana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat 

dan suatu fokus yang lebib spesifIk dan nyata 

b)	 PerenC8naan operasional 

Adalah rencana yang menitik beratkan pada pereneanaan reneana taktis untuk 

mencapai tujuan operasional. Dikembangkan oleh manajer tingkat menegah dan 

tingkat bawah, reneana operasional memiliki foleus jangka pendek dn lingkup 

yang relatif lebib sempit. Masing-masing rencana operasional berkenaan dengan 

suatu rangkaian keeil aktivitas. 

Perencanaan operasional dibagi menjadi 2 yaitu : 
a.	 Rencana sekali pakai yaitu perencanaan yang Dikembangkan untuk 

melaksanakan serangkaian tindakan yang mungkin tidak berulang di masa 

mendatang, jenisnya: 

Program Reneana sekali pakai untuk seragkaian aktivitas yang besar 

Proyek Reneana sekali pakai untuk lingkup yang lebib sempit dan 

lebib tidak kompleks dibandingkan dengan program 

41429.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



35 

b. Rencana tetap yaitu perencanaan yang dikembangkan untuk aktivitas yang 

berulang secara teratur selama suatu periode waktu tertentu, Jenisnya: 

Kebijakan: Rencana tetap yang merinci respons umum organisasi terlJadap 

suatu masalah atau situasi tertentu 

Prosedur operasi standar; Rencana tetap yang menguraikan langkah-Iangkah 

yang hams diikuti dalam situasi tertentu 

Aturan dan peraturan ; rencana tetap yang mendeskripsikan dengan tepat 

bagaimana aktivitas tertentu dilaksanakan 

Kerangka Waktu Perencanaan 

I. Rencana Jangka Panjang 

Suatu rencana jangka panjang (long-range plan) meliputi banyak tahun, mungkin 

bahkan beberapa dekade. 

2. Rencanajangka Menengah 

Suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding 

renCWla jangka panjang. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode 

satu hingga lima tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer 

Iini. 

3. Rencanajangka Pendek 

Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek, yang 

memiliki kerangka waktu satu tahun atau kurang. Rencana jangka pendek (short­

range plan) sangat mempengaruhi aktivitas seharihari manajer. Terdapat dua jenis 

rencana jangka pendek. Rencana tindakan (action plan) merealisasikan semua 

jenis rencana. Ketika sebuah pabrik Nissan siap untuk mengganti teknologinya, 

manajemya memusatkan perhatian mereka pada penggantian peralatan yang ada 

dengan peralatan bam secepat mungkin dan seefisien mungkin untuk 

meminimalkan hilangnya waktu produksi. Dalam banyak kasus, hal ini dapat 

dilakukan dalam beberapa bulan, dan produksi hanya terhenti selama beberapa 

minggu. Dengan demikian, suatu rencana tindakan mengkoordinasikan berbagai 

perubahan aktual pada suatu pabrik tertentu. Sebaliknya rencana reaksi (reaction 

plan) adalah rencana yang dirancang untuk membuat perusahaan dapat bereaksi 

terhadapa situasi yang tak terduga. Di salah satu pabrik Nissan, peralatan bam tiba 
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lebih awal dari yang diharapkan dan manajer pabrik harus menutup produksi lebih 

cepat dari yang mereka perkirakan. Oleh karena itu, manajer tersebut harus 

bereaksi terhadap kejadian yang berada di luar kendaIi mereka dalam cara yang 

masih memungkinkan tercapainya tujuan. 

Tanggung Jawab untuk Menetapkan Tujuan Perencanaan 

I.	 StafPerencanaan 

Khususnya staf perencanaan dapat mengurangi beban keJja manajer 

individual, membantu mengkoordinasikan aktivitas perencanaan manajer 

individual, membawa berbagai alat dan teknik yang berbeda untuk 

menyelesaikan masalah tertentu, berwawasan yang lebih luas dibanding 

manajer individual, dan melangkah jauh melampaui proyek dan departemen 

tertentu. 

2.	 Satuan Tugas Perencanaan 

Organisasi terkadang menggunakan satuan tugas untuk membantu 

mengembangkan rencana. Satuan tugas sernacam itu seringkali terdiri dari 

manajer lini dengan suatu minat khusus dalam bidang perencanaan yang 

relevan. 

3.	 Dewan Oireksi 

Dewan direksi (board of direc!ors) bertugas menetapkan misi dan strategi 

perusahaan. Oi beberapa perusahaan, dewan tersebut erperan aktif dalam 

proses perencanaan. Oi CBS, misalnya, dewan direksi biasanya berperan 

daIam perencanaan. Oi perusahaan lain, dewan memilih seorang eksekutif 

kepala yang kompeten dan mendelegasikan perencanaan kepada individu 

tersebut. 

4.	 Chief Executive Officer (CEO) 

Chief Executive Officer (CEO) biasanya presiden direktur atau ketua dari 

dewan direksi. CEO mungkin individu tunggal yang paling penting dalarn 

setiap proses perencanaan organisasi. CEO memainkan suatu peran utarna 

dalam menyelesaikan proses perencanaan dan bertanggung jawab untuk 

mengimplementasikan strateggi. Dewan dan CEO kemudian berperan 

langsung dalam perencanaan. Komponen organisisional lain yang terlibat 

dalarn proses perencanaan memiliki peran sebagai penasihat atau konsultan. 
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5.	 Komite Executive 

Komite eksekutif (executive eommitee) biasanya terdiri dari eksekutif puneak 

dalam organisasi yang bekerja sarna sebagai suatu kelompok. Anggota komite 

eksekutif seringkali dibebankan pada berbagai staf komite, subkomite, dan 

satuan tugas untuk berkonsentrasi pada proyek tertentu atau masalah yang 

mungkin dihadapi seluruh organisasi pada suatu waktu di masa depan. 

6.	 Manajemen Lini 

Komponen terakhir dari sebagian besar aktivitas pereneaanaan organisasi 

adalah manajemen lini (line management). Manajer lini adalah orang yang 

memiliki otoritas formal dan tanggung jawab untuk manajemen organisasi. 

Mereka memainkan suatu peran penting dalam proses perencanaan oranisasi 

karena dua alasan. Pertama, mereka merupakan sumber informasi berharga 

dari dalam organisasi untuk manajer lain etika reneana diformulasikan dan 

diimplementasikan. Kedua, manajer lini di tingkat menengah dan rendah dari 

organisasi biasanya harus melaksanakan rencana yang dikembangkan oleh 

manajemen puneak. Manajemen lini mengidentifikasikan, menganalisis, dan 

merekomendasikan altematif program, membuat anggaran, dan 

mengajukannya untuk disetujui, dan akhimya melaksanakan reneana. 

b.	 Organizing 

Istilah pengorganisasian berasal dari kata organisme (organisme) yang 

merupakan sebuah eititas dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa 

sehingga hubungan mereka satu sarna lain dipengaruhi oleh hubungan mereka 

terhadap keseluruhan. Lebih jauh istilah ini diartikan sebagai tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar orang-orang 

hingga mereka dapat bekerja sarna secara efisien sehingga memperoleh kepuasan 

pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi Iingirungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian diJakukan 

dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang 

lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan 
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pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas­

tugas yang telah dibagi-bagi tersebut Pengorganisasian dapat dilakukan dengan 

cam menentukan tugas apa yang hams dikerjakan, siapa yang hams 

mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang 

bertanggung jawab alas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus 

diambil. Beberapa contoh teori organisasi antara lain: 

» Menurut G. R Terry : 

.:. Pengorganisasian dalam pengertian real (real sense) menunjukkan 

hubungan antar manusia sebagai akibat organisasi. 

.:. Pengorganisasian dalam pengertian abstrak menunjukkan hubungan antara 

unit-unitldepartemen-departemen keJja. 

» Menurut Drs. M. Manullang : 

.:.	 Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan 

pembagian pekeJjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau 

tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan 

antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat 

bekeJja bersama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. 

<.	 Organisasi dalam arti statis adalah setiap gabungan yang bergerak ke arab 

tujuan bersama, dengan istilah populer adalah struktur organisasi atau 

bagan organisasi. Jadi organisasi daJah arti dinamis disebut 

pengorganisasian, dalam arti statis disebut organisasi. 

» Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian 

Organisasi ialah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang 

bekeJja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau 

sekelompok orang yang disebut bawahan. 
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» Menurut Prof. Dr. Mr. S. Pradjudi Atmosudiro 

) 

Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan 

kelja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sarna secara 

tertentu untuk: bersama-sarna mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dan lainnya. 

Dari beberapa pengertian di alas maka dapat diketahui bahwa pengeman 

pengorganisasian lebih lengkap adaIah proses penetapan struktur peran-peran 

melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi dan bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok 

aktivitas kepada manajer, pendelegasian wewenang untuk: melaksanakannya, 

pengkordinasian hubungan wewenang dan infonnasi baik horizontal maupun 

vertikal daJam struktur organisasi. 

Dari berbagai defmisi di atas terdapat aspek-aspek penting dari setiap 

definisi-definisi di atas antara lain: 

» Adanya kelompok orang yang bekelja sarna. 

» Adanya tujuan tertentu yang akan dicapai 

» Adanya pekeljaan yang akan dikerjakan 

» Adanya penetapan dan pengelompokkan pekerjaan 

» Adanya wewenang dan tanggung jawab 

» Adanya pendelegasian wewenang 

» Adanya hubungan (relationship) satu sarna lain 

» Adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekeljaan 

» Adanya tata tertib yang hams ditaati. 
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Macam-macam organisasi : 

a. Berdasarkan proses pembenJukannya : 

I. Organisasi formal : Organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan­

tujuan tertentu, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan 

formal (misalnya : AD, ART dan peraturan tertulis). 

2. Organisasi informal : Organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya, 

dengan tujuan yang juga tidak sepenuhnya disadari karena 

terjalin lewat hubungan-hubungan pribadi yang tidak 

tertulis. 

b. Berdasarkan kaitannya dengan pemerinJah : 

I.	 Organisasi resmi, organisasi yang dibentuk oleh (atau ada hubungannya 

dengan)pemerintah, misalnya jawatan, lemOOga 

pemerintah, perusahaan negara, dll. 

2. Organisasi tidak resmi, organisasi yang tidak ada hubungannya dengan 

pemerintah,misalnya organisasi swasta. 

c. Berdasarkan skala (ukuran) : 

I. Organisasi besar 

2. Organisasi sedang 

3. Organisasi kecil 

d Berdasarkan tujuan : 

I.	 Public organization (organisasi pelayanan), organisasi sosial yang tujuan 

utarnanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa 

perhitungan untung-rugi; tujuannya adalah layanan dan 

bukan laOO. Misalnya pemerintah, yayasan, dll. 

2. komersil (mendapatkan laba)dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba 

(profit motive). 

e. Berdasarkan organization chart (hagan organisasi) : 

I. Berbentuk segitiga vertikal, pada OOgan organisasi ini, manlliernen puncak 

terdapat pada puncak segitiga, semakin dekat ke puncak 
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segitiga, jabatan semakin tinggi dan seOOliknya. Bagan 

organisasi .ini semakin ke OOwah semakin melebar. 

2. Berbentuk segitiga horisontal dati kiri ke kanan, manajemen puncak terdapat 

pada sebelah kiri dan cam membacanya dati kiri ke kanan. 

Bagan ini melebar ke kanan, berarti posisi yang paling 

kanan adalah kedudukan yang paling rendah. 

3. Berbentuk	 lingkaran (circulair), menunrt bagan ini puncak manajemen 

terdapat pada pusat lingkaran; semakin dekat posisi 

jabatan ke pusat lingkaran, semakin penting fungsinya. 

c. Actuating 

Dari seluruh rangkaian proses manajemell, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan 

pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses 

manajemell, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam 001 ini, 

George R. Terry (1996) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran 

anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin 

mencapai sasaran-sasaran tersebut. 

Dari pengertian di alas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan 

upaya untuk meqjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui 

berOOgai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan 

kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya. Hal 
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yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini adalah bahwa 

seorang karyawan akan tennotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika : 

(I) Merasa yakin akan marnpu mengerjakan, 

(2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut mernberikan manfaat bagi dirinya, 

(3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, 

(4) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan 

(5) Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut hannonis. 

Beberapa hal yang tercakup dalan Actuating yaitu : 

1) Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi merunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang 

terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi.Komunikasi organisasi melibatkan 

bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Pembahasan 

komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi, 

hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya 

organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu 

jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain melipuli arus 

komunikasi vertikal dan horizontal. Dalam teori-teori organisasi ada dua bal yang 

mendasar yang dijadikan pedoman: Teori tradisi posisional yang meneliti 

bagaimana manajemen menggunakan jaringan-jaringan fonnal untuk mencapai 

tujuannya. Teori tradisi hubungan antar pribadi yang menelili bagaimana sebuah 

organisasi terbentuk melalui interaksi antar individu. 

2) Coordinating 

Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan 
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yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini adalah bahwa 

seorang karyawan akan termotivasi untuk mengeIjakan sesuatu j ika : 

(I) Merasa yakin akan mampu mengeIjakan, 

(2) Yakin bahwa pekeIjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, 

(3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, 

(4) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan 

(5) Hubungan antar ternan dalam organisasi tersebut harmonis. 

Beberapa hal yang tercakup dalan Actuating yaitu : 

I) Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi merunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang 

teIjadi dalam konteks dan jaringan organisasLKomunikasi organisasi melibatkan 

bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Pembahasan 

komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi, 

hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya 

organisasL Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu 

jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sarna lain meliputi arus 

komunikasi vertikal dan horizontal. Dalam leori-leori organisasi ada dua hal yang 

mendasar yang dijadikan pedoman: Teori tradisi posisional yang meneliti 

bagaimana manajemen menggunakan jaringan-jaringan formal untuk mencapai 

tujuannya. Teori tradisi hubungan antar pribadi yang meneliti bagaimana sebuah 

organisasi terbentuk melalui interaksi antar individu. 

2) Coordinating 

Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak teJjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan 
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dan menyelaraskan pekeJjaan bawahan sehingga terdapat keJjasama yang terarah 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan 

pertemuan untuk memberikan penjelasan bimbingan atllu nasihat, dan 

mengadakan coaching dan bila perlu memberi teguran demi lebih baiknya 

organisasi 

3) Motivating 

Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi 

manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, 

agar bawahannya melakukan kegiatan secara ikhlas dan sukarela sesuai apa yang 

dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan 

kepada bawahan ditunjukan agar bawahan bertarnbah kegiatannya, atau mereka 

lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka berdaya guna dan 

berhasil 

4) Leading 

Istilah leading, yang merupakan salah satu fungsi maruYemen, di 

kemukakan oleh Louis A. Allen yang dirumuskannya sebagai pekeJjaan yang 

dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. 

PekeJjaan leading, meliputi 5 (lima) macam kegiatan, yakni 1) mengambil 

keputusan, 2) mengadakan komunikasi agar ada saling pegertian antara manajer 

dan bawahan, 3) memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan 

supaya mereka bertindak, 4) memilih orang-orang yang menjadi anggota 

kelompoknya, serta 5) memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar 
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mereka temmpil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Fungsi actuating daJam perusahaan 

Fungsi fundamental dalam perusahaan setelah menata perencanaan dan 

pengorganisasian adalah bagairnana eara menggerakan manusia secara sukarela 

untuk melakukan aktiftas personal yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 

"Menggerakan merupakan usaha untuk menggerakan anggota kelompok 

sedemikian rupa sehingga mereka berk.einginan dan berusaha untuk mencapai 

sasaran perusahaan yang bersangkutan dan anggota perusahaan tersebut oleh 

karena anggota itu ingin meneapai sasaran tersebut" (Terry:1996:313). 

Fungsi Actuating dolam organisasi 

Fungsi fundamental ketiga dati fungsi manajerial adalah menggerakan 

orang untuk melaksanakan aktifitas organisasi sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Menggerakan jelas membutuhkan adanya kematangan pribadi dan 

pemahaman terhadap karakter manusia yang memiliki keeenderungan berbeda 

dan dinamis, sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi. Sehingga bisa 

dikatakan fungsi actuating jauh lebih rumit oleh karena harus berhadapan 

langsung sehingga fungsi leadership begitu kentara sekali dibutuhkan sekalipun 

semuanya melalui proses planning dan pengorganisasian terlebih dulu. Premis 

yang begitu fenomenal diungkapkan Doghlas Me. Gregor bahwa seorang 

karyawan selalu diasumsikan negatifdan positif, seperti: 

.:. Kebanyakan karyawan yang bekelja pada suatu perusahaan bekelja 

sesedikit mungkin dan mereka umumnya menentang perubahan, 

Kebanyakan karyawan harus dibujuk, dipersuasi, diberikan penghargaan, 

dihukum dan diawasi untuk mengubah kelakuan mereka agar sesuai 

dengan kebutuban-kebutuhan organisasi. Kebanyakan karyawan ingin 
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diberikan pengarahan oleh seorang menejer formal dan dimana ada 

kesempatan mereka berosaha untuk menghindari tanggungjawab, 

(. Kebanyakan karyawan memiliki kapasitas untuk menerima tanggungjawab 

dan potensi untuk pengembangan tetapi manajemen melalui tindakan­

tindakannya harus .membuat mereka sadar tentang sifat-sifat tersebut 

Kebanyakan karyawan ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan dan kebutuban untuk mengaktualisasikan diri 

sendiri. 

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa Actuating adalah suatu 

tindakan untuk mengusahakan agar semua agar semua anggota kelompok 

berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan 

usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya menggerakkan orang-orang agar 

mau bekeIja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 

kepemimpinan. Actuating juga adalah Pelaksanaan untuk bekeIja. Untuk 

melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tesebut, maka manajer 

mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : Leadership ( pimpinan ), 

perintah, komunikasi dan conseling (nasehat). Actuating disebut juga" gerakan 

aksi " mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan 

melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan 

pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses 

manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling 

utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak 

berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi 

actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini,George R. Tell)' (1996) 
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mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota­

anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha 

untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan 

tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Dari 

pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk 

menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan 

dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal sesuai dengan perannya. 

d. Kontrolling 

Controlling atau Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran 

kinetja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinetja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the 

process of measuring performance and taking action to ensure desired results. 

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring 

thal actual activities conform the planned activities. Controlling atau pengawasan, 

seringjuga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan 

tujuan yang telah digariskan semula. 

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinetja 

standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinetja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah tetjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 
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mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

surnber daya perusahaan alau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 

. seefisien mungkin gum. mencapai tujuan perusahaan alau pemerintahan. Dari 

beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pe!!gawasan 

merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya 

pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi 

dan berjalan dengan baik. 

Pengawasan pada dasamya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan alau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipla suatu aktivitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan alaU evaluasi mengenai sejauhmana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sarnpai sejauhmana 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan keJja tersebut. 

Konsep pengawasan sebenamya menunjukkan pengawasan merupakan 

bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk 

pemeriksaan alaU pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di 

bawahnya." Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan 

terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung 

makna pula sebagai: 

"pengamatan atas pelaksanoan seluruh kegiatan unit organisasi yang 
diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekeljaan yang sedang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan." 

alaU 
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"suatu usaho agar sualU pelceljaan dapat dilaksanakon sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat 
memperlcecil timbulnya hambatan, sedangkon hambatan yang telah teljadi 
dapat segera dilcetahui yang lcemudian dapat dilakukon tindakon 

perbaikannya." 

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai 
sebagai 

"proses lcegiatan yang membandlngkon apa yang dijalankon, 
dilaksanakon, atau dlselenggarakon ltu dengan apa yang dllcehendaki, 
dlrencanakan, atau diperintahkan." 

Hasil pengawasan ini hams dapat menunjukkan sampai di mana terdapat 

kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang 

muncu!. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang 

bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan 

merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan 

sebagaimana mestinya Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sarna pentingnya 

dengan penerapan good governance itu sendiri. 

Oalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat 

terlladap kineJja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan 

yang efektif, baik pengawasan intern (Internal control) maupun pengawasan 

ekstern (external control). Oi sarnping mendorong adanya pengawasan 

masyarakat (social control). 

Pada dasamya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 

1.	 Pengawasan Intern dan Ekstern 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang a1aU badan 

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan." 

Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cam pengawasan 
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atasan langsung atau pengawasan melekat (buill in control) atau pengawasan 

yang dilakukan secara rutin oJeh inspektorat jenderal pada setiap kementerian 

dan inspektomt wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan 

menempatkannya di bawah pengawasan Kementerlan Dalam Negeri. 

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit 

pengawasan yang bemda di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini 

di Indonesia adalah BalIan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan 

lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan basil Iaporan 

pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah 

sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses 

pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak 

mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara 

obyektifaktivitas pemerintah. 

2. Pengawasan Preventifdan Represif 
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, "pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga dapat mencegah teJjadinya penyimpangan." Lazimnya, pengawasan 

ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya 

penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan 

merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan 

agar sistem pelaksanaan anggaran dapat beJjalan sebagaimana yang 

dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bennanfaat dan bennakna jika 

dilakukan oleh atasan Jangsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan 

dilakukan akan terdeteksi lebih awal. 

Di sisi lain, pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan 

terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan model 

ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang 

telah ditentukan kemudian disampaikan lapomnnya. Setelah itu, dilakukan 

pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan teJjadinya 

penyimpangan. 
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3.	 Pengawasan Aktif dan Pasif 
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "pengawasan yang 

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan." Hal ini berbcda dengan 

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui "penelitian 

dan pengujian terhadap surat-sural pertanggungjawaban yang disertai dengan 

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran." Oi sisi lain, pengawasan 

berdasarlam pemeriksaan kebenaran fonnil menurot hak (rechmatigheid) 

adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan 

peramran, tidak kadaluwarsa, dan bak itu terbukti kebenarannya." Sementara, 

hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan 

pengeluaran (doelmaJigheid) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran 

apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut 

diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin." 

4.	 Pengawasan kebenaran fonnil menurut hak (rechlimaligheid) dan 
pemeriksaan kebenaran materiiJ mengenai maksud tujuan pengeluaran 
(doelmaligheid). 

Oalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan 

untuk menghindari teJjadinya "korupsi, penyelewengan, dan pemborosan 

anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri." Dengan 

dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung 

jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat beJjalan sebagaimana 

direncanakan. 

Donnelly, et al. (dalam Zuhad, 1996:302) mengelompokkan pengawasan 

menjadi tiga ( 3 ) Tipe pengawasan yaitu : 

1. Pengawasan Pendahuluan (preliminary control). 

Pengawasan yang teJjadi sebelum keJja dilakukan. Pengawasan Pendahuluan 

menghilangkan penyimpangan penting pada keJja yang diinginkan yang 

dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut teJjadi. Pengawasan Pendahuluan 

mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa 

basil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil 
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yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya 

deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang 

digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini hams 

memenuhi syarat-syarat pekeJjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi 

yang bersangkutan. Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan­

kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditUjukan pada 

hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil keJja yang tidak diinginkan di 

masa depan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan­

kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuk tindakan masa 

mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan 

sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan 

pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya 

financial. 

2. Pengawasan pada Saallcerja berlangsung (cocurrent control) 

Pengawasan yang terjadi ketika pekeJjaan dilaksanakan. Memonitor pekeJjaan 

yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. 

Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang 

mengarahkan pekeJjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan 

tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk: 

• Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode 

serta prosedur-prsedur yang tepa!. 

• Mengawasi pekerjaan mereka agar pekeJjaan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

3. Pengawasan Feed Baclc (feed back control) 

Pengawasan Feed Back yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah 

dilaksakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak 

sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kineJja 

organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arab proses 

pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat kas dari metode­

metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan 
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perhatian pada hasil-hasil historilcal, sebagai landasan untuk mengoreksi 

tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan 

feed back yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu: 

• Analysis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis) 

• Analisis Biaya Standar (Standard Cost Analysis) 

• Pengawasan Kualitas (Quality Control) 

• Evaluasi Hasil Pekeljaan Pekelja (Employee Performance Evaluation) 

Berdasarkan uraian di alas, maka dapat diambi! satu kesimpulan bahwa 

proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan 

organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi 

pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan 

oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan 

rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan 

secara baik, dan tujuan barn dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak 

setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan 

sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana. Mengenai 

pentingnya pelaksanaan pengawasan untuk mensukseskan rencana, Winardi 

(2000: 172) mengungkapkan bahwa: "pengawasan berarti membuat sesuatu 

teljadi, sesuai dengan apa yang menurut rencana akan teJjadi. Perencanaan dan 

pengawasan boleh dikatakan tidak dapat kita pisahkan satu sarna lain, dan mereka 

ibarat: kembar siam dalam bidang manajemen". 

B. Keraogka Berpikir 

Desentralisasi membawa perubahan terutama adalah mengenai keuangan 

daerah, Otonomi daerab merupakan salah satu usaha pemerintah untuk 

memberdayakan daerah secara optimal. Sebagai dasar bagi kebijakan keuangan 
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daerah diatur dalarn Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada 

gubemurlbupatilwalikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola 

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalarn kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini berirnplikasi pada pengaturan pengelolaan 

keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. 

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat beljalan seperti yang 

direncanakan. pemerintah daerah harus mampu mengatasi persoalan diatas, 

terutama kemarnpuan dalarn merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang 

relatif efektif diantara berbagai kemungkinan kebijakan yang akan diarnbil. 

sehingga pengelolaan penerimaan daerah dapat terwujud melalui upaya 

intensifikasi terhadap penerimaan daerah dengan mengefektifkan pengelolaan 

keuangan daerah. 

Dari dasar pemaparan di atas dan komplitnya masalah yang harus di 

selesaikan oleh pemerintah khususnya masalah keuangan daerah, maka garnbaran 

kerangka berpikir penelitian ini tentang bagaimana dinas pendapatan daerah kota 

Baubau dalam mengelola keuangan daerah sebaik mungkin dapat di lihat pada 

garnbarl. 
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Pengelolaan Keuangan
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Gambar I.Gambar Kerangka Pemikiran. 

C. Defioisi Konsep dan Operasional 

I. Definisi Konsep 

Pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerah, yaitu mengelola sumber-sumber penerimaan 

daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Alokasi Umum dan 
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dana olokasi khusus yang potensial ootuk meningkatkan pendapatan dan 

pembiayaan dalam periode taboo anggaran bersangkutan sesuai sasaran 

pembiayaan secara optimal yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran 

(RICo\. ) 

2. Defmisi Operasional 

Oefinisi operasional dari variabel analisis pengelolaan keuangan daerah 

adalah sebagai upaya pemerintab daerah dalam mengelola penerimaan keuangan, 

pengeluaran keuangan dan analisis anggaran keuangan daerah secara lebih efektif. 

Variabel ini diukur melalui upaya intensifikasi terbadap penerimaan 

daerah melalui beberapa indikator di antaranya : Sumber Oaya Manusia (SOM), 

samna dan prasarana, pengawasan dan pengendalian, sistem dan prosedur serta 

neraca keuangan daerah. 
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BABill
 

METODEPENELITIAN
 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Arikunto (2002:44),. adalah ''rencana atau 

rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang 

dilaksanakan". Selanjutnya menurut Suchman, seperti yang dikutip oleh Nazi! 

(2009:84) "Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang dalam arti sempit hanya mengenai 

pengumpulan dan anal isis data saja". 

Berkaitan dengan tujuan penelitian merupakan sebagai usaha untuk 

menemukan (penelitian mumi), mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan maupun teoTi (penelitian terapan), usaha mana dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah. 

Penelitian ini juga lebih bersifat deskriptif yaitu suatu jenis penelitian 

yang mengungkapkan mengenai suatu permasalahan apa adanya, sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 

Pengertian deskriptifmenurut Nazi! (2006) adalah: 

"Metode deskrlptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondis~ suatu system pemikiran ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif 
ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki." 

Jadi dapat dikatan bahwa penelitian dengan desain deskriptit; pada 

urnurnnya situasi yang dialami, atau hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang 

menampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang 
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sedang bekeJja, perbedaan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, 

pertentangan yang meruncing sehingga dapat diperoleh gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan fenomena yang diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, data 

yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Popnlasi 

Populasi menurut Sugiyono (2005:77) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di analisis dan ditarik 

kesimpulan. Pada pnelitian ini yang menjadi Populasi adalah seluruh Pegawai 

Dinas Pendapatan Daerah namun di utamakan bidang yang terlibat dalam unit 

pengelolaan keuangan daerah. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sumber yang dapat memberikan informasi. Selanjutnya 

Sugiyono (2005:79) menyatakan bahwa "Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel memiliki siCat, ciri dan 

bentuk yang menggambarkan seluruh populasi dan bersifat mewakili untuk 

dipelajari maupun dianalisa, selain itu sampel dapat berupa responden yang 

diwawancarai. 

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

samplig.Sugiyono (2005:83) purpose sampling adalah "pengambilan sumber data 

dengan pertimbangan tertentu,dimana pada lehnik ini menggunakan responden 
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sebagai data awal".dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil 

informasi dari subyek peneliti yang terlibat langsung terhadap proses kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah yaitu beberapa pejabat eksekutif seperti Walikota 

Baubau, Sekretaris daerah kota Baubau, Kepala Bapeda kota Baubau, Kepala 

dinas pen<iapatan daerah ota Baubau dan aparat yang terkait langsung dengan 

pengelolaan keuangan daerah. 

C. Peogumpulao Data 

Pengumpulan data yaitu usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi-informasi yang berhubungan erat dengan masalah yang sedang diteliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperoleh bersifat 

valid (menggambarkan yang sebenarnya), reliable (dapat dipercaya), dan objektif 

(sesuai dengan kenyataan). Dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data 

sangat penting untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan karena 

data yang dikumpulkan harus dapat mendukung dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk mengumpulkan berbagai data, dan informasi, 

maka digunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut : 

I. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode meneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, peraturan, dokumen, majalah, notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya. Dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan­

bahan bacaan, makalah, jumal, dokumen dan laporan-Iaporan, serta bahan-bahan 

lain yang berkaitan dengan variable penelitian. Dengan kata lain dokumentasi 

yaitu proses pengumpulan data melalui pencatatan data yang diperlukan dari 
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sumber-sumber tertulis, baik itu berupa laporan ataupun monografi atau 

dokurnen-dolrumen dalam membantu menyempurnakan data yang diperoleh. 

2. Teknik Wawancara 

- Wawancara yang dilakukan dalam penelitlan ini yaitu wawan cara bebas 

terstruktur dengan membawa sederetan pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya namun tetap mencatat jawaban-jawaban yang mendulrung hasil 

wawancara tersebut. Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpulan data 

dengan cara peneliti langsung mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung 

terhadap responden. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi sebagai suatu ketentuan untuk memutuskan suatu tindakan tertentu. 

3. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala­

gejaJa yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang 

menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi 

peneliti dengan subyek penelitian bersifat terbatas. Dengan melalrukan observasi, 

peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokurnen tertulis untuk 

memberikan gambaran secara utuh tentang obyek yang akan diteliti. 

D. ADalisis Data 

Teknik analisis data merupakan mengelompokkan, membuat suatu 

urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk di baca. 

Karena penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif maka pendekatan 

analisis datanya juga dilakukan dengan pendekatan secara deskriptif yang 

dilakukan dengan cara memaparkan, menggambarkan, menjelaskan dan 
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menguraikan keadaan fiIkta yang sebenamya teJjadi di lapangan kemudian 

hasilnya di interprestasikan dalam bentuk tulisan ilmiah 

Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles dan Hubennan masih 

dalam Sugiyono (2005 : 337) adalah data reduction, data display, dan conclusion 

drawing I verification, yaitu : 

I. Reduksi data(Data Reduction) 

Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Data atau laporan yang telah 

terkumpul diklasifikasikan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

focus penelitian, kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempemudah peneliti untuk menemukannya apabila sewaktu-waktu 

diperlukan untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu. 

2. Display data (dota display) 

Display data, yaitu untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian­

bagian lertentu dari penelitian, data atau infonnasi yang telah direduksi 

tersebut disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang berisi tentang hal-hal yang 

menyangkut pennasalahan yang akan ditampilkan. Sehingga dapat 

memberikan deskripsi seearn menyeluruh tentang obyek penelitian serta 

pennasalahan yang dihadapi. 

3. VerifIkasi (Conclusion Drawing) 

Pengambilan keputusan danVerifikasi, yaitu berusaha mencari makna dari data 

yang diperoJeh dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang 

sering muncul, hipotesis dan sehagainya. Dari data yang diperoleh dicoba 

untuk diambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan pengumpulan 

data bam. 

Teknik penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data pada 

penelitian ini adalah Penelitian Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cam meneliti langsung kelapangan tempat dimana penelitian 
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dilakukan. Tujuan dari diadakan Penelitian Lapangan ini adalah untuk 

mendapatkan Data dan Fakta yang Aktual dan Faktual, bagaimana pengelolaan 

PAD oleh dispenda Baubau dan Faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan 

PAD tersebut. 

Analisis data akan lebih efisien, relevan dan akurat jika didasarkan pada 

jenis data yang dikurnpulkan. Untuk data hasil dokumentasi dilakukan reduksi 

dan pengelompokan data, display data dengan menampilkan dalam bentuk tabel, 

kemudian dilakukan veriftkasi guna memperoleh gambaran kesimpulan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulau 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Baubau dan pembahasannya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.	 Tingkat pengelolaan PAD pada dinas pendapatan kota Baubau selama tahun 

pengamatan di katakan belurn optimal yang terindikasikan dari rendahnya 

pencapaian pendapatan asli daerah (pAD) terhadap total penerimaan daerah 

yang hanya mencapai 5,82 % dan terhadap APBD yang hanya mampu 

mencapai 4,4 % dari APBD yang ada. 

2.	 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PAD pada dinas pendapatan 

kota Baubau, yaitu : 

a). Planning 

Perencanaan (planning) merupakan proses dasar bagi organisasi untuk 

memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cars mencapainya. OIeh 

karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai sebelurn melakukan proses-proses perencanaan. 

Perencanaan diperlukan dan teljadi dalam berbagai bentuk organisasi, 

sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam 

mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam 

jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di 

masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, 

karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan­

keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 
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b). Organizing 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar 

menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih keeil. Pengorganisasian 

memperrnudah manajer dalarn melakukan pengawasan dan menentukan 

orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi­

bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cam menentukan 

tugas apa yang harus dikeJjakan, siapa yang harus mengeJjakannya, 

bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung 

jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diarnbil 

c). Actuatting 

Setelah rencana disusun dan diatur serta ditentukan tentang tupoksi 

masing-masing maka reneana yang sudah disusun tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan tupoksi masing-masing yang sudah ada. Ini juga merupakan 

bentuk dari implementasi dari semua apa yang menjadi sasaran dan 

perencanaan yang telah di rumuskan sebelumnya. 

d). Controlling 

Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer 

dalarn upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang 

direncanakan. Pengawasan juga merupakan fIIngsi yang menjamin bahwa 

kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. 

Pengawasan adalah sootu upaya yang sistematik untuk menetapkan kineIja 

standar pada pereneanaan untuk meraneang sistem umpan balik informas~ 

untuk membandingkan kineIja aktual dengan standar yang telah 

ditentukan, untuk menetapkan apakah telah teIjadi suatu penyimpangan 

tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperIukan untuk 

menjamin bahwa semoo sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah 

digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna meneapai tujuan 

perusahaan atau pemerintahan. Dengan adanya pengawasan maka 
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perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan 

berjalan dengan bailc. 

B.Sano 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilalrukan, penulis akan menyampaikan 

beberapa saran-saran agar lingkat pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Kota 

Baubau lebih baik diantaranya: 

a.	 Struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi dengan unsur 

komponen Kegiatan organisasi, Jadi struktur organisasi sebaiknya efektif 

dan lidak terkesan membengkak dan susunan fonnal organisasi dikelola 

semaksimal dengan penempatan personil seefektif mungkin baik dari segi 

jumlah dan kwalitas personil itu sendiri pada bagian organisasi sesuai 

tingkatan pendidikan dan skill agar hubungan antar komponen, bagian, 

fungsi, dan kegiatan kerja lebih optimal yang akan meningkatkan kinerja 

secara umum. 

b.	 Agar lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sarna dengan instansi 

dan/atau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan keJja organisasi hal 

tersebut sebaiknya dapal dilaksanakan secara periodik dengan 

mengundang instansi danlatau pihak-pihak terkait tersebut dalam suatu 

forum koordinasi guna merumuskan suatu kebijakan dalam bidang 

peningkatan pendapatan daerah serta penegakan Peraturan Daerah untuk 

disepakati bersama namun tetap mengacu pada Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan action di lapangan 

serta penegakan Peraturan Daerah oleh aparat dinas pendapatan tidak 

teJjadi benturan ataupun terjadi kesalahpahaman dengan kepentingan 

instansi danlatau pihak terkait. 

c.	 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

baik pendidikan dan pelatihan yang dilakukan seeara periodikdan terus 

ditingkatkan sejalan dengan kemajuan dan perkembangan organisasiDi 

mana ini merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia 

dan merupakan sikJus yang harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini 

41429.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



141 

dikarenakan organisasi yang harus dikembangkan dan untuk 

mengantisipasi adanya perubahan diluar organisasi. 

d.	 perencanaan dalam program kerja yang lebih terarah dan lebih terprogram 

agar tercipta kelja yang optimal dan efektif dalam mencapai tujuan 

organisasi, setiap bagian dalam organisasi dinas pendapatan mempunyai 

master plan perencanaan keJja yang lebih efektif dalam organisasinya. 

Serta semua personil agar berkelja sesuai pedoman kerja organisasi 

Sehingga sasaran jangka pendek maupun sasaran jangka panjang abo 

lebih terlaksan dengan lebih baik. Juga peran aparat pengawas fungsional 

pemerintah daerah melalui lembaga audit atau pemeriksaan daIam rangka 

pengawasan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan menerapkan 

sanksi yang tegas bagi siapa saja pejabat pemerintah atau para pengusaha 

dan kontraktor yang bermasalah 

e.	 Untuk meningkatkan penerimaan kota Baubau, maka diharapkan adaIah 

upaya pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah 

dengan diikuti intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah yang 

memungkinkan untuk digali secara optimal dengan program yang ada. 
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PANDUANWAWANCARA 

I.	 Kepala DinasIBadan 

~	 Gambaran umum penerimaan PAD dikota baubau selama 5 tahun terakhir 
~	 Gambaran umum keseluruhan jenis pajak yang belum memenuhi target 

sebagaimana yang diharapkan yang sangat mempengarohi penerimaan 
PAD khususnya dari sektor pajak yang dapat mengbambat 

penyelenggaraan pemerintahan 
~	 cara mengoptimalkan pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan, dan 

pendapatan daerah 
2.	 Kasubag perencanaan 

~ Rancangan strategi daerah dibidang pemerintahan untuk meningkatkan 
PAD dan pendapatan lainnya 

~ Koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait tentang perencanaan dan 

target pendapatan 
~ Perencanaan target pencapaian bidang-bidang penerimaan daerah 

3.	 Kasubag keuangan 
~ Gambaran wnwn neraca saldo kas daerah 

~ Keseimbangan pengeluaran dan pendapatan daerah 
~ 

4.	 Kabid perpajakan 
~ Keadaan umwn system perpajakan daerah 
~ Respon masyarakat terhadap system danjenis perpajakan yang ada 

~ Hambatan dibidang perpajakan 

a) Seksi penetapan pajak
 
~ lenis-jenis pajak yang diterapkan
 
~ Dasar hukwn system perpajakan daerah
 
~ Koordinasi dengan instansi terkait tentang system perpajakan
 

b) Seksi penagihan pajak
 
~ Pelaksana operasional
 

~ Hambatan action dilapangan
 
~ Kerjasama dengan instansi terkait tentang system penarikan pajak
 

5.	 Kabid retribusi dan pendapatan lain 
~ Sumbangan retribusi dan pendapatan lain terhadap PAD 
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~ Ekstensifikasi retribusi sumber pendapatan lain
 
~ Hambatan dilapangan
 
~ Cara lain peningkatan retribusi
 

6.	 UPTD 
~ Kondisi keseharian dilapangan 
~ Kesepakatan pembagian tugas dengan instansi terkait 
~ Hambatan keseharian dilapangan 

7.	 Kelompokjabatan fungsional 
~ Tugas umum mendukung pelaksanaan fungsi dinas pendapatan daerah 

kota baubau 
~ Tugas khusus mendukung pelaksanaan fungsi dinas pendapatan daerah 

kota baubau 
~	 Tugas pribadi mendukung pelaksanaan fungsi dinas pendapatan daerah 

kota baubau 
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Lampiran 

BASIL WAWANCARA 

No Infonnan Pernvataan/oenielasan Waktu 

1 SUHUFAN Sebagaimana kita ketahui bersama (sesuai 10 Juni 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003) 2011 
bahwa APBD rnempunyai fungsi otorisasi, 
perencanaan, pengawasan, alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi. Seiring dengan 
adanya refonnasi keuangan daerah, kami 
berusaha seoptimal mungkin menjalankan 
manajemen keuangan daerah sesuai dengan 
apa yang terkandung dalarn Undang-undang 
Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang­
undang keuangan yakni Undang-undang 
Nomor 17 thn 2003. Sebagai contoh untuk 
APBD sejak tahun 2003 kami susun sesuai 
dengan sistem anggaran berbasis kinerja 
dengan melibatkan semua pihak dalarn 
menetapkan ukuran yang obyektif dan valid. 
Karni juga melakukan penyempurnaan­
penyempurnaan pada sistem akuntansi 
keuangan daerah sejak tahun 2001 dengan 
hasil dapat diselesaikannya Neraca 
Keuangan Daerah per 31 Desember 2008, 
dan sejak 2008 mulai menerapkan sistem 
akuntansi keuangan daerah yang terpusat 
pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah. Kemudian dalarn hal 
penataan kelembagaan dibidang keuangan 
daerah, dilaksanakan dalarn satu satuan unit 
kerja sebagai pengelola keuangan daerah 
secara terpadu". 

2 SUDJITON S.Sos MM Salah satu faktor penentu keberhasilan 11 Juni 
pembangunan daerah adalah perangkat 2011 
perundang-undangan berupa peraturan 
daerah yang merupakan payung dari suatu 
kebijakan yang memberikan legitirnasi 
kepada Pemerintah Kota dalam 
melaksanakan wewenang dan 
tan awabnva. Sebal!:ai contoh, kami 
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pihak eksekutif bersama dengan DPRD 
berhasil mengeluarkan 38 Perda termasuk 
didalamnya Perda-Perda yang mengatur 
tentang potensi-potensi keuangan daerah dan 
pengoptimalan penge1olaannya, serta 
Peraturan Daerah No. 12 Tahoo 2008 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
menjadi payung hukum atas seluruh 
penge10laan keuangan daerah terutama 
karena berkaitan dengan penerapan 
reformasi adminstrasi keuangan. Khusus 
untuk Perda yang berhuboogan dengan 
penge10laan surnber penerimaan daerah 
dalam hal ini ada1ah pajak dan retribusi, 
yang utama selalu kami perhatikan ada1ah 
kesesuaian dengan kemampuan masyarakat 
dan daerah. Pengembangan kapasitas dan 
penetapan ke1embagaan juga merupakan hal 
yang tidak bisa dipisahkan dari suatu 
kebijakan yang tertuang dalam Perda karena 
berhubungan dengan pelaksanaan teknis dari 
kebijakan tersebut 

Surnberdaya manusia aparatur merupakan 
salah satu unsur terpenting dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 
Ketidakmampuan daerah mengelola dan 
memanfaatkan potensi sumber daya tidak 
saja mengakibatkan kegagalan mencapai 
tujuan-tujuan daerah, tetapi juga secara 
paradoksa1 telah menumbuhkan penyakit 
dalam birokrasi di daerah. Keberadaan SDM 
aparatur tidak dirasakan manfaatnya, tetapi 
justru memberatkan kehidupan masyarakat. 
Persoalannya adalah bahwa SDM aparatur 
yang merupakan subsistem dari birokrasi 
secara keseluruhan sampai saat ini belum 
dianggap sebagai aset penting dalam proses 
pembangunan. SDM aparatur masih 
dipandang sebagai faktor produksi yang 
statis dan tidak merniliki nilai tambah. 
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3. ABDUH S.Sos MSi Sesuai dengan Renstrada Kota Baubau yang 
salah satu butimya adaIah komitmen 
pemerintab daerah untuk meningkatkan 
kinerja organisasi pemerintab daerah agar 
tujuan yang ditetapkan dapat ten:apai, dan 
hal ini hanya dapat dicapai melalui 
kerjasama dan koordinasi dari masing­
masing lembaga atas dinas yang ada. 
Bappeda sebagai institusi perencana daerah 
yang langsung dikendaIikan oleh oleh 
Walikota berupaya memberikan dukungan 
bagi lembaga lain agar kinerjanya marnpu 
memberikan kontribusi bagi peningkatan 
pembangunan yang sedang dilaksanakan di 
kotaBaubau 

Pertumbuhan penduduk di Kota Baubau 
dapat dikatakan masuk pada tingkat 
kepadatan penduduk yang masih rendah 
dengan rata-rata tingkat ekonomi yang juga 
rendah, tentu saja hal ini mempengaruhi 
besamya pemasukan atau pendapatan yang 
ditarik oleh pemerintab. Untuk itu kami 
mengupayakan peningkatan ekonomi daerah 
dengan usaha yang langsung menyentuh 
kehidupan masyarakat melalui tiga program 
unggulan yang telah diterapkan daIarn kurun 
waktu tiga tabun lebih yang meliputi 
Penataan Kualitas Sumber Daya Manusia, 
Peningkatan sektor perdagangan dan jasa 
dan Pembangunan Ke1autan dan Perikanan 
dengan budidaya kelautan. Dikatakan 
langsung menyentuh kehidupan rakyat 
karena pada umumnya masyarakat Kola 
Baubau sebagian besar bennatapencaharian 
sebagai petani dan nelayan didukung juga 
oleh sumber daya alarn yang dominan adaIah 
dari basil pertanian dan perkebunan serta 
pefikanan meskipun belum dike10la secara 
optimal. 

19 Juni 
2011 
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4. M. zakir, SE, M.Si awai terbentuknya Baubau, dana yang ada 04 Juni 
saat itu memang jauh dari menculrupi atau 2011 
sangat keci) yang hanya diperoleh dari dana 
bantuan pusat dan bantuan Kabupaten induk 
bila dibandingkan dengan volume kegiatan 
yang harus dibiayai. Rendahnya penerimaan 
dari segi PAD disebabkan oleh belum 
tersedianya peraturan daerah yang mengatur 
tentang sumber-sumber penerimaan daerah, 
dan juga kita dihadapkan oleh kendala masih 
kurangnya pegawai yang ada berhuboog 
Kota Baubau bam terbentuk sehingga 
mempengaruhi sumber-sumber penerimaan 
PAD belum dapat kita kelola secara optimal. 
Salah satu contohnya adalah ootuk 
penerimaan PAD sektor pajak yang dapat 
dikelola hanya seOOgian kecil saja seperti 
pajak hotel, Restoran, pajak reklame, dan 
lain-lain, sementara ootuk pos-pos lain 
belum memberikan dana (penerimaan) bagi 
daerah. Demikian juga halnya dengan sektor 
retribusi namoo pada saat taboo-taboo 
sekarang bam terlihat mulai stabil dan terus 
meningkat walaupoo terkadang ada halangan 
seperti keadaan politik khususnya taboo 
2008 di mana saat itu ada proses pilkada 
tetapi pada umumnya PAD masih sesuai 
dengan kondisi yang di harapkan 

Me1ihat potensi PAD dari sektor Pajak dan 
retribusi daerah, Kota BauOOu cukup besar 
dan terus meningkat dan hampir selalu 
mencapai dari target yang ditetapkan, namoo 
ada juga sektor yang mengalami penurunan 
yang culrup signifikan terhadap rea1isasi 
penerunaan daerah sebagai akibat dari 
perubahan kelembagaan daerah dan kua1itas 
SDM aparatur yang masih sangat terbatas 
sehingga memerlukan penanganan yang 
lebih serius ootuk meningkatkan efektifitas 
penerimaan daerah khususnya dari sektor 
yang belum tercapai 
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Sebenarnya sumber-sumber penerimaan 
yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau masih 
sangat terbatas bila dibandingkan dengan 
kota-kota yang lain. Walaupun potensi Kota 
Bau-Bau cukup besar untuk dikelola namun 
dengan keterbatasan sumber daya manusia 
sehingga menyebabkan kota ini memiliki 
ketertinggalan dibandingkan dengan kota 
lainnya. Namun hal tersebut, bukan menjadi 
kendala yang berarti, karena kita masih 
memiliki semangat yang ada sejak awal 
pembentukan kota IDl disamping juga 
memiliki sumber daya manusia yang harus 
dikelola secara maksimal agar mampu 
menciptakan dan mengelola sumber-sumber 
penerimanaan bagi daerah secara optimal 

Sangat dibutuhkan oleh instansi kami 
sebagai unit teknis dalam mengelola 
penerimaan daerah akan adanya perangkat 
hukum yang kuat berupa peraturan daerah 
yang mengatur tentang retribusi, disamping 
kualitas SDM yang mendukung kegiatan 
tersebut. Memang sejak terbentuknya Kota 
sampai tabun 2009, Pemda Kota Bau-Bau 
telah berhasil menyusun 31 (tiga puluh satu) 
jenis Perda yang mengatur tentang retribusi. 
Namun dari 31 jenis retribusi tersebut, barn 
27 jenis yang dapat dikelola/ditarik oleh 
Dinas kami. Kecenderungan yang kami lihat 
selama ini adalah terletak pada sumber daya 
manusianya (SDM), entab SDM aparatnya 
maupun SDM masyarakat sebagai subjek 
pajaklretribusi. Jujur saja, saat ini kami 
(BPPKAD) memiliki kuantitas dan kualitas 
pegawai yang terbatas. Dari segi kualitas, 
mereka umumnya berlatar belakang non 
perpajakan dan keuangan serta memiliki 
pengalaman terbatas dibidang tersebut. 
Sementara itu kami juga menghadapi 
kendala yang disebabkan oleh masih 
rendahnva kesadaran masyarakat dalam 
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membayar pajak 

Memang banyak daerah yang masih 
tergantung pada bantuan dana dari 
pemerintah pusat dalam membiayai 
pembangunannya walaupun porsinya 
berbeda-beda Untuk Kota Baubau sendiri 
bila dilihat dalam Format APBD Tahoo 
Anggaran 2007 sampai dengan 2009 dapat 
dikatakan porsi bantuan dari pemerintah 
pusat masih sangat besar, namoo kita tetap 
mengharapkan kemandirian daerah melalui 
terobosan-terobosan yang inovatif dalam 
menggali kemampuan dan potensi keuangan 
daerah. Hal ini telah mulai kami laksanakan 
melalui tiga (3) Program Ungguian Kota 
Baubau yaitu (1) Pembangunan Sumber 
daya Manusia (SDM), (2) Pembangunan 
Perdagangan dan Jasa dengan arab menuju 
Kota Jasa, dan (3) Pembangunan Kelautan 
melalui Program Etalase Kelautan dan 
Perikanan 

Meskipoo peningkatan PAD merupakan 
salah satu prioritas utama, hendaknya usaha 
tersebut jangan sampai malah membebani 
masyarakat. Yang terlihat selama ini sejak 
era otonomi daerah bergulir, muncuinya 
peraturan daerah yang mengatur tentang 
poogutan-pungutan daerah baik itu pajak 
maupun retribusi yang bermacam-macam, 
rakyatlah yang menerima akibatnya, dan 
kami menyadari hal tersebut sehingga yang 
kami hadapi sekarang adalah sangat 
dilematis, disatu sisi ingin meningkatkan 
pendapatan dan perekonomian daerah 
melalui pungutan tersebut (pajakJretribusi), 
namun dilain sisi kami juga harus berpikir 
bagaimana nanti akibatnya bagi masyarakat 

Pelaksanaan sistem Wlggaran berbasis 
kinerja terkait dengan pelaksanaan good 
governance dimana Kota Baubau dapat 
dikatakan cukup berani dibanding daerah 
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lain yaitu dengan merubah sistem yang ada 
seperti meniadakan pimpinan proyek 
(pimpro) pada dana APBD, yang ada 
hanyalah penanggungjawab yaitu kepala 
Dinas sehingga kepala Dinas 
bertanggungjawab penuh dan langsung 
kepada gubemur. Dan jika dibandingkan 
dengan pelaksanaan tahun-tahun lalu 
seringkali terjadi antara pimpro dan kepala 
Dinas tidak sejalan, sehingga dapat 
dikatakan diberlakukannya sistem ini dapat 
pula mengukur kinerja aparat disarnping 
prosedumya mulai terpadu, meskipun 
merubah sistem yang ada tidak seperti 
membalikkan telapak tangan, akan tetapi 
membutuhkan; pertarna, mengajukan kepada 
para aparat untuk menyamakan persepsi 
kemudian mensosialisasikan dengan gencar 
sehingga aparat tidak merasa kesulitan 
dengan sistem ini, dan yang paling berat 
ada1ah meyakinkan para legislatif dimana 
merekalah yang akan menentukan 
anggarannya. 

Pencapaian penerimaan daerah baik dari 
sumber pendapatan maupun pembiayaan 
belum seluruhnya mencapai 100 % dari 
target, walaupun dalam beberapa tahun 
terakhir semakin memperlihatkan 
peningkatan yang signifikan artinya 
pencapaian realisasi penerimaan belum 
seluruhnya memenuhi target yang telah 
ditetapkan disebabkan beberapa faktor yang 
membatasi, diantaranya SDM aparatur, 
sarana dan prasarana kantor yang relatif 
kurang memadai, be1um terbangunnya 
sistem atau manajemen yang rnampu 
mendulrung penerapan kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah yang benar­
benar didasarkan pada kinerja unit kerja atau 
lembaga di daerah yang mengalarni 
restrukturisasi. 
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5. ASRAHU,SE, M.Si Hubungan internal yang dimiliki oleh 08 Juni 
dispenda Kota Baubau masih sangat baik. 2011 
Hal ini di karenakan tidak adanya benturan 
baik program maupun pegawai dalam 
Dispenda kota Baubau, semuanya saling 
mendukung antar bidang maupun bagian 
semua terkordinasi dengan baik, Walaupun 
terkadang ada kesalahpahaman namun 
tergolong kecil dan hanya merupakan 
masalah tekhnis dan dapat di selesaikan 
secara vertikal di unit masing-masing, belum 
pernah ada permasalahan yang di bawa 
sampai ke alas. Ini berarti bahwa walaupun 
potensi SDM aparat dispenda Kota Baubau 
masih tergolong kecil namun dapat 
dikatakan cukup baik untuk kepahaman 
terhadap tupoksi dan tanggung jawab yang 
di berikan dari atasan ke bawahan karena 
aparat memiliki semangat kerja yang tinggi 
sejak awal juga memiliki sumber daya 
manusia yang hams di maksimalkan agar 
mampu bekerja secara maksimal 
menciptakan dan mengelola sumber 
penerimanaan yang optimal 

Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat 
merupakan hal umum yang ada dihampir 
semua daerah di Indonesia termasuk Kota 
Baubau, apalagi setelah terbentuk menjadi 
suatu kota barn yang memang untuk langkah 
awalnya memerlukan bantuan terutama dari 
pemerintah pusat. Namun selama ini 
pemerintah daerah telah berusaha untuk 
dapat lebih mandiri dengan menciptakan dan 
mengelola seoptimal mungkin sumber­
sumber penerimaan asli daerah (pAD) 
dengan cara intensifikasi maupun 
ekstensifikasi, dan satu contoh nyata yang 
dapat kita amati adalah usaha Kota Baubau 
untuk merangkul investor-investor baik 
nasional maupun asing, misaInya adanya 
investor Amerika yang menjalin kerja sarna 
dernlan Usaha Mina (bidang· Kota 
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Baubau rnaupun adanya usaha keIja sarna 
dengan Malaysia dan Filipina dalarn hal 
ekspor jagung sebagai kornoditi unggulan 
Kota Baubau walaupu n sepanjang tabun 
2010 kernarin agak trerganggu karena panen 
yang l1l:.enurun 

selarna anggaran dana telah di a10kasikan 
berdasarkan sasaran tiap program yang ada 
narnun dalarn kenyataanya terkadang 
berbeda setelah tiba di Iapangan karena ada 
hal-hal yang tidak terduga dan sifatnya 
rnendesak narnun pada urnurnnya anggaran 
tersebut tidak begitu besar dan tidak 
rnernpegaruhi program yang telah ada dalarn 
dispenda 

6. Drs. MZ. Amril Tamirn, M.Si Karni sudah rnelaksanakan sistern perizinan 
satu atap, hal ini sudah cukup baik dan 
diterirna oleh rnasyarakat. Hanya saja 
pelayanan karni oleh sebagian orang 
dianggap belurn rnaksimal hingga 
rnenyebabkan orang enggan rnengurus izin, 
hal ini dikarenakan oleh tidak adanya 
pendelegasian kewenangan sehingga apabila 
pejabat yang bertandatangan sedang tidak 
ada diternpat rnaka rnenyebabkan 
keterlarnbatan proses keluarnya suatu 
perizinan. 

9Juni 
2011 

(kutipan) 

7. LA SAELl., SE Hubungan aparat Dispenda Kota Baubau 
khususnya bidang perpajakan dengan pihak 
wajib pajak rnasih sangat baik. Hal ini di 
karenakan selain kernarnpuan kornunikasi 
aparat lapangan dengan wajib pajak cukup 
baik juga bidang perpajakan rnenggunakan 
rnetode jernput bola yakni dengan 
rnendatangi sernua wajib pajak rnernberikan 
sosialisasi bagairnana sistern dan 
perhitungan perpajakan agar begitu tiba 
saatnya tidak ada rnasalah atau benturan 
dalarn pernbayaran pajak, sehingga 
sernuanya saling rnendukunlZ antar waiib 

14 Juni 
2011 
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pajak dan penagih semua terkordinasi 
dengan baik, yang menandakan pemerintab 
dalam hal ini aparat Dispenda Kota Baubau 
sudab dikatakan cukup baik untuk 
fleksibilitas terbadap lingkungan kerja dan 
marnpu bekerja dengan baik 

Kantor Dispenda sebagai institusi birokrasi 
pemerintab daerah KOTA Baubau yang 
tugas dan fungsi pokoknya dalam penarikan 
pajak dan retribusi daerah, mau tidak mau 
hams melakukan perternuan atau rapat intern 
yang intensif agar kinerja organisasi yang 
berkaitan dengan pemungutan pajak dan 
retribusi daerah dapat tercapai sesuai dengan 
target yang ditetapkan oleh pemerintab 
daerah dengan persetujuan pihak legislatif 

Dalam menyusun APBD banyak dari satuan 
kerja satuan kerja yang membuat target 
penerimaan lebih besar dari realisasi 
penerimaan taboo sebelunmya, sedangkan 
pembiayaan tetap dilaksanakan sebagairnana I 

yang direncanakan, hal ini menyebabkan 
devisit APBD . 

8. IDRIS, SE Dalam bidang retribusi dan pendapatan lain 14 Juni 
Huboogan Dispenda Kota Baubau 2011 
khususnya bidang retribusi dengan pihak 
wajib retribusi masih sangat baik, 
indikatomya selain kemampuan komunikasi 
aparat dilapangan dengan jarangnya terjadi 
benturan di lapangan juga capaian terget 
retribusi yang selalu mencapai target dan 
bahkan melewati target meskipoo terkadang 
pada waktu tertentu tidak mencapai target 
namun dapat di di katakan sudah cukup baik 
apalagi di tarnbah dengan adanya kerjasama 
dengan masyarakat setempat dalam 
memoogut retribusi pada tempat tertentu, 
seperti pantai nirwWl8 juga pantai kamali 
mengingat luasanya daerah tersebut juga 
wajib retribusinya sangat banyak maka perlu 
di lakukan keriasama denlZan masvarakat 
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setempat sehingga dapat mengoptimalkan 
penarikan retribusi juga menghindari 
masalah &tau benturan dalam hal retribusi, 
sehingga semuanya saling terkordinasi dan 
saling mendukung antar masyarakat sebagai 
wajib retribusi dan penagih retribusi, yang 
menandakan pemerintah da1am hal ini aparat 
Dispenda Kota Baubau sudah dikatakan juga 
cukup baik untuk tingkatan fleksibilitas 
terhadap lingkungan kerja ekstema1 dan 
marnpu bekerja dengan baik di 1apangan 

HasH ferifikasi kami dilapangan pendapatan 
Daerah Kota Bau-Bau sudah cukup bi1a 
disesuaikan dengan rencana/target namun 
brena banyaknya keterbatasan yang 
dimi1iki oleh personi1-personil kamL dalam 
membuat data-datallaporan sering terlambat 
dan kuran~ baik disaiikan. 

9. ELIZABETH Dispenda kota Baubau ingin meningkatkan 16 Juni 
PANGTIJLURAN, SE MM kapasistas se1uruh pegawai dalam hal 2011 

techno1ogi komputerisasi namun kendala 
yang dialami oleh Dispenda Kota Baubau 
adalah minimnya anggaran yang 
diperuntukan bagi peningkatan kapasitas di 
bidang Tehcnologi, walaupun SDM yang 
ada di Dispenda mampu untuk berasaing 
dengan menggunakan sistem komputerisasi. 
ini sangat penting namun ini se1alu saja 
menjadi hal yang terlupakan 

Salah satu faktor penentu keberhasilan 
pembangunan daerah adalah perangkat 
perundang-undangan berupa peraturan 
daerah sebagai grand desain yang 
merupakan payung dari suatu kebijakan 
yang memberikan 1egitimasi kepada 
Pemerintah Kota dalam me1aksanakan 
wewenang dan tanggungjawabnya. Sebagai 
contoh, kami pihak eksekutif bersama 
dengan DPRD berhasi1 menge1uarkan 38 
Perda termasuk didalamnya Perda-Perda 

I van!!. men!!.atur tentan!!. pOtensi-POtensi 

41429.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



160
 

keuangan daerah dan pengoptimalan 
pengelolaannya, serta Peraturan Daerah No. 
12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang menjadi payung 
hukum atas seluruh pengelolaan keuangan 
daerah terutama karena berkaitan dengan 
penerapan reformasi adminstrasi keuangan. 
Khusus untuk Perda yang berhubungan 
dengan pengelolaan sumber penerimaan 
daerah dalam hal ini adalah pajak dan 
retribusi, yang utama selalu kami perhatikan 
adalah kesesuaian dengan kemampuan 
masyarakat dan daerah. Pengembangan 
kapasitas dan penetapan kelembagaan juga 
merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan 
dari suatu kebijakan yang tertuang dalam 
Perda karena berhubungan dengan 
pelaksanaan teknis dari kebijakan tersebut 
sehingga semua pihak dapat memantau dan 
mengawasi suatu organisasi khususnya 
dispenda dalam memberikan pelayanan, 
apabila ada keluhan dapat langsung 
memberikan keluhannya secara langsung 
atau melalui kotak saran yang di sediakan 
daerah 

selama ini pemanfaatan anggaran dana telah 
dilaksanakan dengan cukup baik, 
penyusunannya berdasarkan pada rencana 
anggaran yang diajukan oleh masing-masing 
bidang yang ada dalam mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsinya, kemudian 
dibahas dalam suatu rapat anggaran untuk 
disesuaikan dengan anggaran yang ada dan 
program-program yang menjadi prioritas 
dalam pelaksanaanya karena bersifat 
mendesak dan harus segera dilaksanakan 
apabila ada perubahan maka akan di bahas 
pada perubahan program yang akan di 
lanjutkan pada RAPBD perubahan nantinya 

Dalam rapat kordinasi mengenai tupoksi, 
pada dasamya pihak Dispenda secara 
otomatis harus melakukan keriasama denRan 
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instansi terkait, agar tujuan institusi dari 
Dispenda dapat tercapai. Dispenda 
membutuhkan dukungan dan kerjasarna dari 
instansi lain agar proses dan peJaksanaan 
pemungutan pajak daerah dapat terlaksana 
secara optimal sesuai peraturan perundangan 
yang ada 

Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam 
hal membayar pajak dan retribusi masih 
sangat rendab oleh karenanva perlu 
dilakukan pendidikan bagi masyarakat untuk 
meniDgkatkan pemahaman dan kesadaran 
dalam hal membayar pajak dan retribusi. 

Keterbata5an tenaga penagi dan rendahnya 
sumber daya manusia serta sarana dan 
prasarana kami dilapangan juga merupakan 
suatu kendala namun walaupoo dengan 
segala keterbatasan yang saya sebutkan tadi. 
kami tetAn berusah" semaksima1 munllkin. 

10. MARDlANA SE. MSi. AK sebernarnya kalau di lihat dari segi 
organisasi daerah dalam hal ini dispenda 
sebgai salah satu SKPD kota Baubau 
kepuasan dapat di lihat dari seberapa banyak 
yang telah mengadu atau memberikan protes 
terhadap pelayanan yang di berikan oleh 
Dispenda khusunya seperti unit lapangan 
yang langsoog menyentuh kepada 
masyarakat seperti pejak dan retribusi, 
namoo kita melihat sampai sekarang belum 
ada ( selama 20 II ), hanya taboo lalu itupoo 
hanya satu dalam bentuk surat protes dimana 
itu terjadi karena kesalahan teknis atau 
human eror, dari segi organisasi dispenda 
sendiri selain memberikan pelayanan yang 
terbaik juga dapat di lihat kepuasan 
organisasi dengan capaaian realisasi dari 
terget yang telah di rencanakan 

Masih banyak sesoogguhnya objek-objek 
pendapatan daerah yang belum dikelolah 
oleh Dinas-Dinas terkait misa1nya obejek 
wisata van\! serin1l. dikunioogi oleh banyak 

16 Juni 
2011 
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orang tapi belum dipungut retribusinya, 
perparkiran di tempat umum walaupun 
sudah ada Perdanya tapi belum 
dilaksanakan. 

11 Arif. K. SE Sebenarnya Dispenda ingin sekali 
me1engkapi berbagai data atau informasi 
yang dibutuhkan para pengusaha, namun 
kendala yang dialami oleh Dispenda Kota 
Baubau ada1ah minimnya anggaran yang 
diperuntukan bagi pengelolaan data dan 
informasi, padahal SDM yang ada di 
Dispenda mampu untuk mengolah data atau 
informasi dengan menggunakan sistem 
komputerisasi 

Bagian yang paling kritis di dalarn 
organisasi Dispenda ada1ah bagian 
penagihan karena berkaitan langsung dengan 
kinerja pemungutan pajak daerah, dan 
suksesnya proses penagihan pajak, juga 
tergantung pada unit lain yaitu Sub bidang 
Penetapan, oleh karena itu dibutuhkan 
kerjasarna yang intens antar bagian yang ada 

14 JUDi 
2011 

12 

13 

Marinus Pena SE 

Zulfan S.Sos 

Efektivitas organisasi Dispenda akan 
tercapai secara optimal jika semua unit yang 
ada memiliki hubungan kerja yang 
harmonis, mulai dari proses pendaftaran, 
proses penetapan, proses pembukuan 
maupun proses penagihan, termasuk 
didalamnya proses perencanaan yang 
dilakukan baj;dan tata usaha 

Kebijakan yang diambil oleh pihak Dispenda 
untuk mempekerjakan lulusan SMU 
sebenarnya sudah tepat, karena setiap 
aparatur di depan dikoordinir oleh Kepala 
Bidang yang berge1ar Sarjana. Namun jika 
terjadi keluhan mengenai kua1itas pelayanan 
memang hetul kadang terjadi, karena 
prosedur yang ada men kan mereka 

18juni 
2011 

18 JUDi 
2011 
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bertindak demikian. Para pengusaha sering 
mengabaikan persyaratan administratif dan 
selalu meminta agar semuanya eli kerjakan 
secepat mungkin dengan mau membayar 
berapapun asal semua heres dengan cepat. 
Mungkin inilah penyebab adanya 
kesenjangan atau gap dalam penyampaian 
kualitas pelayanan yanl/; ada 
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PANDUANWAWANCARA
 

1. Kepala DinaslBadan 

» Garnbaran umum keadaanPAD dikota Baubau selama 5 tahun terakhir 
» Garnbaran umum keseluruhan jenis pajak yang belum memenuhi 

target sebagaimana yang diharapkan yang sangat mempengaruhi 
penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak yang dapat 

menghambat penyelenggaraan pemerintahan 

» Cara mengoptimalkan penge[o[aan pajak sebagai sumber penerimaan, 
dan pendapatan daerah 

» Bagaimana pengelolaan ( POAK ) dalam dinas pendapatan 
2.	 Kasubag perencanaan 

» Rancangan strategi daerah dibidang pemerintahan untuk 
meningkatkan PAD dan pendapatan lainnya 

» Koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait tentang perencanaan 
dan target pendapatan 

» Perencanaan target pencapaian bidang-bidang penerimaan daerah 
3.	 Kasubag keuangan 

» Garnbaran umum neraca saldo kas daerah 
» Keseimbangan penge[uaran dan pendapatan daerah 

4.	 Kabid perpajakan 
» Keadaan umum system perpajakan daerah 
» Respon masyarakat terhadap system dan jenis perpajakan yang ada 

» Hambatan dibidang perpajakan 
» bagaimana pengelolaan ( POAK ) dalam dispenda 

a) Seksi penetapan pajak
 
» Jenis-jenis pajak yang diterapkan
 
» Dasar hukum system perpajakan daerah
 
» Koordinasi dengan instansi terkait tentang system perpajakan
 

b)	 Seksi penagihan pajak 

» Pelaksana operasional 
» Hambatan action dilapangan 
» Kerjasama dengan instansi terkait tentang system penarikan pajak 

5.	 Kabid retribusi dan pendapatan lain 
» Sumbangan retribusi dan pendapatan lain terhadap PAD 

» Ekstensifikasi retribusi sumber pendapatan lain 

» Hambatan dilapangan 
» Cam lain peningkatan retribusi 

6.	 UPTD 
» Kondisi keseharian dilapangan 
» Kesepakatan pembagian tugas dengan instansi terkait 

» Hambatan keseharian dilapangan 
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